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KATA PENGANTAR

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk melaksanakan Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2020-2024 yang telah memasuki tahun
ketiga, maka Laporan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini merupakan wujud
pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang

Pisau selama tahun 2023.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2020-2024 adalah merupakan arah strategi dan kebijakan yang akan
dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Semangat baru yang tercermin
dalam visi misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan
nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu
memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi
pelayanan publik maka berkenaan dengan hal tersebut Pengadilan Negeri Pulang
Pisau telah juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.
Berdasarkan arahan RPJMN dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun
2020 — 2024 dan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pulat
Pisau, dalam melaksanakan agenda tersebut diperlukan adanya reformasi
kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, peningkatan akses
terhadap keadilan, dan perbaikan penataan regulasi serta tata kelola sistem
peradilan secara modern yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah
satunya adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan e-Berpadu yang
berkesinambungan untuk menunjang administrasi dan pelaksanaan persidangan
sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologi digital dalam rangka percepatan
penyelesaian perkara yang merupakan tugas pokok dari fungsi Pengadilan Negeri
Pulang Pisau yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan
setiap perkara yang diajukan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau
secara berkesinambungan, akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan

masyarakat.
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Perwujudan dari kinerja dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas

kinerja pemerintah yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja
namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi kinerja yang telah
dilaksanakan pada Tahun 2023 dan juga sebagai acuan dalam memberikan

rekomendasi perbaikan dalam merumuskan perencanaan kedepannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan tentang laporan kinerja Pengadilan
Negeri Pulang Pisau Tahun 2023, dengan harapan semoga apa yang disampaikan
ini dapat menjadi informasi bagi para pemangku kepentingan yang ingin

mengetahui capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2023.
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PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri
Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas
Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja
menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan
kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam
laporan kinerja ini.
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FORMULIR REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

No | Pernyataan Checklist
1 Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data v
penting IP.
2. LKjtelah menyajikan informasi target kinerja. V4
3. LKjtelah menyajikan capaian kinerja IP yang J
memadai.
4. LKjtelah menyajikan capaian kinerja IP yang v
memadai.
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. v
6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan. v
2 Mekanisme | 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki v
Penyusunan tugas fungsi untuk itu.
2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah V4

didukung dengan data yang memadai.
3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data J
dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun
LKj.
4. Telah ditetapkan penanggung jawab v
pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.
5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam

LKj telah diyakini keandalannya. ’
6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui /
oleh unit kerja terkait.
7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi y
dari dibawahnya.
3 Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan v

tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan | v
rencana strategis.
3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka J
terdapat penjelasan yang memadai.
4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan v
tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.
5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan v

tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.
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6. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan v

tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.
v

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja
dengan tahun laly, standar nasional dan J
sebagainya yang bermanfaat.

8. IKU dan IK telah cukup mengukur v
tujuan/sasaran.

9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang v
memadai.

10. IKU dan IK telah SMART.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Negeri Pulang Pisau yaitu
Terwujudnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau Yang Agung, maka dalam
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2020-
2024 ditetapkanlah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk
menjalankan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau
sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam
RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan
sasaran, Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang

Pisau

Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor
sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan
anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila
pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh
masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi
disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan
kinerjanberdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program

yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2023 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana
realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 13 (Tiga

Belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawabh ini:
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Tabel 1.1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Caz&a;lan
1 | Terwujudnya Proses Peradilan a. Persentase perkara Pidana yang 102,04 %
yang Pasti, Transparan dan diselesaikan tepat waktu
Al b. Persentase perkara Perdata yang 102,04 %

diselesaikan tepat waktu

c. Persentase putusan yang -
menggunakan pendekatan keadilan
restoratif

d. Persentase Perkara yang Tidak 100,89 %
Mengajukan Upaya Hukum Banding

e. Persentase Perkara Yang Tidak 104,52 %

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

f. Persentase Perkara Pidana Anak yang -
Diselesaikan dengan Diversi

g. Index persepsi pencari keadilan yang 104,59 %
puas terhadap layanan peradilan

102,82 %
2 | Peningkatan Efektivitas a. Persentase Salinan Putusan Perkara 103,09 %
Pengelolaan Penyelesaian Pidana yang dikirim kepada Para
Perkara Pihak tepat waktu
b. Persentase Salinan Putusan Perkara 103,09 %

Perdata yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan -
Melalui Mediasi

Rata — Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis |l 103,09 %
3 | Meningkatnya Akses Peradilan a. Persentase perkara Prodeo yang -
bagi Masyarakat Miskin dan diselesaikan

Terpinggirkan b. Persentase perkara yang diselesaikan -

diluar gedung pengadilan

c. Persentase pencari keadilan golongan 100,00 %
tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum)

Rata — Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Ill 100,00%
4 | Meningkatnya Kepatuhan Persentase putusan perkara perdata 105,26%
terhadap Putusan Pengadilan yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Rata — Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV 105,26%

5 |Terwujudnya dukungan Persentase realisasi anggaran 102,08%
pelaksanaan tugas
Pengadilan Negeri Pulang
Pisau

Rata — Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V 102,08 %

Rata — Rata Capaian Kinerja Pengadilan 102,65%
Negeri Pulang Pisau Tahun 2023
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024

berlandaskan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut diwujudkan
dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua dan
diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, salah satunya
adalah memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan
(Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Di sisi lain, RPIJIMN
2020-2024 telah mengarus utamakan 17 (tujuh belas) tujuan Sustainable
Development Goals (SDGs) yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar,
salah satunya adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola.
Sehingga, tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah
bagian yang tidak terpisahkan dari 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam
RPJMN 2020-2024.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus pemegang kekuasaan
kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan
lainnya, memiliki andil yang besar dalam melaksanakan agenda
pembangunan untuk memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan
keamanan dan transformasi pelayanan publik. Kedudukan dan perannya
yang strategis memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan
pembangunan Indonesia yang berkelanjutan di bidang hukum. Untuk itu,
seluruh program kerja Mahkamah Agung didasarkan pada tujuan, sasaran
strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, maupun Rencana
Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 secara

konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.
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Pengadilan Negeri Pulang Pisau Dalam melaksanakan agenda

masalah hukum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien
sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah
satu azas penyelenggaraan Good Governance adalah azas akuntabilitas
yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wujud dari terlaksananya akuntabilitas tersebut adalah tersusunnya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pulang

Pisau.

LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsi
selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi
Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan sekaligus sebagai alat kendali dan
pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang
Pisau, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi
stakeholders demi perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut
juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Pulang Pisau senantiasa berupaya
mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun
laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta
pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan
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berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan

datang.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Pengadilan Negeri Pulang Pisau (PN Pulang Pisau) adalah
Pengadilan tingkat pertama kelas Il dibawah Pengadilan Tinggi
Palangka Raya dalam naungan Direktorat Jenderal Peradilan Umum
dilingkungan Mahkamah Agung RI adalah pelaksana kekuasaan
kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Pulang Pisau
dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 14 Tahun 2016 dan mulai
resmi beroperasional pada tanggal 01 Nopember 2018. Yurisdiksi
Pengadilan Negeri Pulang Pisau meliputi wilayah Kabupaten Pulang
Pisau yang terdiri dari 8 kecamatan, 91 desa definitif, 1 desa
persiapan, yaitu Desa Sukamaju, UPT Anjir Pulang Pisau dan 2

kelurahan, yakni Kelurahan Pulang Pisau dan Kelurahan Kalawa.
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Gambar 1.1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau
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2. Wewenang, Fungsi dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri
Pulang Pisau

a. Wewenang
1) Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan Lembaga
peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di
lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI
yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif)
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan pada tingkat pertama

2) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan
dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerntah di
daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986).
Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi
tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-

Undang.

b. Fungsi
Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai lembaga peradilan
Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah
Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-
undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman
(yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan.
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Fungsi Mengadili (Judicial Power)

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.

Fungsi pembinaan

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan,
dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah
jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi
peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi,
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan

pembangunan.

Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat
atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,
Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti
di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi

umum kesekretariatan serta pembangunan

Fungsi nasehat
Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat
tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya,

apabila diminta.

Fungsi administratif

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi
peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum
(perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian

/organisasi/ tatalaksanan,dan keuangan /Umum/perlengakapan).

Fungsi Lainnya

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi
masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat
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Keputusan

Ketua

144/KMA/SK/VI1I1/2007

Pengadilan.

Mahkamah

tentang Keterbukaan

Agung RI

Informasi

c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Struktur organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Negeri Pulang Pisau mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

KETUA
MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.

WAKIL KETUA

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

HAKIM

ISMAYA SALINDRI, S.H., M.H.

NIKEN ANGGI PRAJANTI, S.H., M.Kn.
ISHMATUL LU’LU, S.H.

DWI SUCI FAJRIYAH SUCI ANGGRAINI, S.H.
SILVIA KUMALASARI, S.H.

HERJANRIASTO BEKTI NUGROHO, S.H., M.H.

PANITERA
RUSPELIATI, S.H.

PANITERA MUDA
PERDATA
DEDE ANDREAS,
S.H., M.H.

PANITERA MUDA
PIDANA

\/

STAF STAF

v

ROMI NEVRIYANDRA, A.Md.
IKA'A. Y. SITANGGANG, A.Md.

RIVIERA J. MANURUNG, S.H.

PANITERA MUDA
HUKUM
LELO HERAWAN, S.H.

STAE
DISMAS L. ORNASTO, S.H.

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

PANITERA PENGGANTI :
M. ZALDI AKBAR, S.H.

JURUSITA :
JANWARD SUMUANG PURBA

Nomor:

SEKRETARIS
| MADE LANDEP, S.H

KASUBBAG

PERENCANAAN TI

DAN PELAPORAN

SAMSUL RIZAL. S.H.

KASUBBAG
KEPEGAWAIAN

ORGANISASI DAN TATA

LAKSANA

LAILI RAHMAH, A.Md, S.H.

KASUBBAG
UMUM DAN
KEUANGAN

REINHARD
SIMANJUNTAK, S.H

STAF

STAF

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

STAE
AROFAH AZHAR, A.Md
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3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan

pelayanan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau bertumpu pada isu-
isu strategis, analisis faktor-faktor strategis internal maupun eksternal
dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian
kinerja. pembangunan. Analisis tersebut dilakukan dengan
menggunakan pendekatan Resources (Sumberdaya) dan
Organization (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang

dalam instansi.

Potensi permasalahan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau
dipetakan melalui analisis SWOT, sebagai metode perencanaan
strategis untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu masalah atau
kondisi berdasarkan faktor strengths, weakness, opportunities dan

threats dalam sebuah organisasi dan bisnis.
a) Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang
dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisis kelemahan
dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan

pelaksanaan kegiatan.
1) Strengths (Kekuatan)

- Potensi sumberdaya manusia secara kualitas cukup

memadai.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.
- Potensi lingkungan internal yang memadai.
- Stuktur Organisasi dengan nomenklatur baru.

- Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam

pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Tusi).
2) Weakness (Kelemahan)

- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan
sumber daya manusia di lingkungan peradilan secara
internal peradilan menyangkut masalah  pengelolaan

Teknologi Informasi (Tl), serta masih perlu pembenahan
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sarana dan prasarana TI di sektor internal Pengadilan.

- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan TI
sebagai sarana pelayanan public.

- Sumber daya manusia secara kuantitas belum memenuhi

beban kerja yang ada.

- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang
menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya.

- Masih perlunya peningkatan kompetensi sumber daya
manusia di lingkungan Peradilan melalui diklat maupun

bimtek yang dilakukan secara berkesinambungan.
b) Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor
lingkungan luar yang dapat berpengaruh pada kinerja Instansi

Pengadilan Negeri Pulang Pisau, antara lain :
1) Opportunities (Peluang)

- Kepercayaan publik meningkat yang dapat dilihat dari
Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti

Korupsi.

- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama,
dan masyarakat setempat, maupun stakeholders terkait

lainnya.

- Letak geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya

masyarakat setempat.
2) Threats (Ancaman)

- Masih ada upaya dari pencari keadilan untuk melakukan

intervensi terhadap Hakim pemeriksa perkara.
- Perkembangan Tl yang sangat pesat namun tidak didukung

dengan kapasitas maupun kualitas SDM yang memadai.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

LKjIP ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang

Pisau selama tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas dalam rangka
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terwujudnya good governance. LKjIP ini disusun sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014
tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

1. Bab | Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas,
fungsi, wewenang, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang
Pisau.
2. Bab Il Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan Penjelasan tentang Reviu Rencana Strategis
Tahun 2020-2024, Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024,
Rencana Kinerja Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Bab Il Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian Kkinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran
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BAB Il PERENCANAAN
KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2020
— 2024 mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 —
2024, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Repubiik Indonesia Nomor 5 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/
Lembaga Tahun 2020-2024 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan
Mahkamah Agung 2010-2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran
dan strategi Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Secara garis besar, Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendukung
penjabaran RPIJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional
yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait
dengan agenda pembangunan ketujuh vyaitu memperkuat stabilitas
polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam
melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik
yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan
negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua
masyarakat melalui : (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan
publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3)
Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan
siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
(5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar
negeri.
Hasil pelaksanaan Reviu Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
Tahunan kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi progres report

tahunan Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
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Gambar 2.1 Alur Penetapan Sasaran Strategis
Keterangan :
SDA : Sumberdaya Alam
SDM : Sumberdaya Manusia
SDB : Sumberdaya Buatan
ALI : Analisis Lingkungan Internal
ALE : Analisis Lingkungan Eksternal
ALO : Analisis Lingkungan Organisasi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan
strategis yang dihadapi dan mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah
Agung Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Pulang Pisau

merumuskan visinya, sebagai berikut

Terwujudnya Pengadilan Negeri

Pulang Pisau Yang Agung

Gambar 2.2 Visi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Perumusan visi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah
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yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam mencapai

keberhasilan organisasi. Perumusan visi juga merupakan wujud komitmen
Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan
kepada stakeholders Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Pulang

Pisau yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

Menjaga kemandirian badan peradilan

emberikan pelayanan hukum yang
erkeadilankepada pencarikeadilan

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi
badan peradilan

Gambar 2.3 Misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka
rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;

b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah
pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024
serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia
Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau menetapkan sasaran

strategis sebagai berikut:

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator
Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja
Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama)
Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah direviu berdasarkan Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik
Indonesia pada tanggal 31 Januari 2022. Kemudian Reviu Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau tersebut di tegaskan kembali
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor
W16-U11/3.c/KPN/OT.01/SK/2/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang
Penetapan reviu ke-I Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Kelas Il Tahun 2020 — 2024. Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai
berikut:
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Tabel 2.1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No.

Kinerja Utama

Indikator Kinerja
Utama

Penjelaszan

Penanggung

Jawab

Sumber Data

Tervyjudnya
proses
peradilan yang
pasti,
tranzparan dan
akuntabel

a. Persentaze perkara
Yang dizelesaikan tepat
walttu

“Jumlah perkara yong diselssaikaon tepat waktu
x 100%

Jumilah perkara yang diselesnikan

Catatan :

*» SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tangpal 13 Maret 2014 Tentang
Penyelezaian Perlcara di Pengadilan Tingleat Pertama dan Tinglat
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

# Surat Dirjen Badilum Notnor 486/Dju/HM.02.3/4/2021
Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian
Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

» Perlrara yang diselesailan tepat walchn mengpunalzan informasi
jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

» Jumlah perkara yang dizselesaikan tepat waktu adalah perkara
vang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesusd SEMA
Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat
5 [lima) bulan.

» Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah
2 jdua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberatazan Tindak Pidana Korupesi.

s Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan.

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan

b. Perzentaze putu=zan
yvang menggunakan
pendekatan keadilan
restoratif,

“Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorati
1 v yang g f 1005

Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif

Catatan :

» S Direlstur  Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan
Restoratif Justice di Linglungan Peradilan Umum.

» Surat Edaran Mahlamah Apung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan
Pecandu Markotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Mediz Dan
Rehabilitas Sosial

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan
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* Surat Edaran Mahlkamah Agung Nomor 032 Tahun 2011 Tentang
Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam
Lembaga Fehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial

s Jumlah perkara yvang d i =el e zalaltan dengan restoralctif adalah
perkara pidana vang diselesailktan dengan pendelkata restoratif
delam perkara, Narlotika melaln penyelesaian non penal
melalu rehabilitasi.

* Perlrars vang diajulian untule restoraletif adalab jumlah perkara
narkotika vang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.

Jumliah putusan perkara yang tidak mengojukon upaya hukum banding

anak di tahun berjalan yang diajukan =secara diversi dan

dinyatalan berhasil melalui penetapan diversi berhasil

Jumiah psrknra yang dirslecaikan x 1001
Laporan
c. Perzentaze perkara Catatan - i
. . Panit Bulanan d
yvang tidalk mengajukan » Jumlah perkara yang tidak mengsjulkan upaya hukum snera L: aran =
upaya hulum Banding banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak Tﬂi
mengajukan upaya hukum banding. unan
» Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Jumlinh putuzan perkara J;an_q‘ tidak mengajukan upaya hukum Kasasi £ 100%
Jumlah perkara khusus
Catatan :
*» Jumlah perkara vang tidak mengajukan upaya hulkum kasasi Laporan
d. Persentase perkara adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan | papitera Bulanan dan
vang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Laporan
upaya hukum Kasasi » .Jumlah perkara khusus yang dizelesailtan adalah perkara Tahu
yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan
Tingkat Pertama dengan upaya hultum kasasi, antara lain
pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara
tiaga, =englketa pemilu, PHI dan permohonan perlara
perdata.
Jumizh perkara diversi yomg dinyatekon berhagil «100%
e. Persentase perkara Jumiah perkara diversi Laporan
pidana anak yvang Catatan - Panitera Bulanan dan
d:llse].ES-EIﬂ:{ELﬂ melalui Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana Laporan
Diversi Tahunan
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f. Index persepsi pencart
keadilan yang puas
terhadap layanan
peradilan.

Indeks kepuasan pencari keadilan

Catatan :

* PERMEN PAN EBE Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survey Kepuasan Masyaralat unit Penyelengraran
Pelayanan Publik

e Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval [KM
Index harus = 80

Panitera

Laporan
Semesteran,
Bulanan dan
Laporan
Tahunan

FPeningleatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelezaian
Perlkara

a. Persentase salinan
putusan yang
dizsampailkan ke para
pihak tepat walttu.

Jumlah Salinon Putusan yong di minutasi dom dikirim Tepat Waktu
Jumioh Putuson

x 100%

Catatan :

* Untuk Pengadilan Tk Pertama dissmpailcan kepada para pthak.

* SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampadan Salinan dan
Petikan Putusan.

« Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah
diputus/dikirimlcan Surat Dirjen Badilum Nomor
486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal
Pengendalian Penvelesaian Minutasi dan Pemberlasan Perlara.

+ Jumiah =salinan putuszan yang di minutasi dan dikirim tepat
waktu adalah jumlah penyampsian salinan putusan kepada
para pihalk dengan ketentuan penyampaian yaitu untulk salinan
atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada
para pihak sedangkan wuntuk perkara perdata pengadilan
menyediakan dengan jangka waktu yvang sudah ditentukan
zezual dengan ketentuan yang berlaloa.

« Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.

Fanitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan

b. Perzentasze perkara
vang dizelezaikan
melalui Medigsi

Jumlah Parkora yong dizelazaikan mealalui Madiogi berhasil

Juminh perkara yvang dilakukan Madinst x 100%

Catatan :

* PEREMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

¢ Jumlah yang dizelesaikan melalui mediasi adalah jumlah
perkara yang dimediasi dan dinyataltan media=si berhaszil yang
dibulktiltan dengan alkta perdamaian (putuszan perdamaisn).
Mediasi vang tidalc dapat dilalksanalran yang telah dinyatakan
secara tertulis cleh mediator kepada Hakim Pemerik=a Perkara
dianggap sebagal mediasi berhasil

s Jumlah perlara yang dimediasi adalah jumlah perlcara perdata
gugatan yvang masuk terdaftar pada tahun berjalan.

Panitera

Laporan
Tahunan




BN (& LAY (

Jumlah periara prodeo yong dizslesaikon 100%
Jumlah perkara yang dinjukan secorn prodeo *
Catatan : Laporan
Persentase perkara * PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bul dan
i P i ) Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Fanitera La
prodeo yang diselesatkan | , pefinjgg prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang poran
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Tahunan
mampu di Pengadilan adalsh pembebasan biaya perkara
® Derleara prodec yvang dizelesailtan adalah prozes penyelesaian
prodec
Juminh perkara yang diselesaikon
diluor Gadung Pengadilan ) .
Jumioh perkara yang dinjuken diselesaiian x 100%
. diluor Gadung Pengadilan
Memngka‘tﬂga. b . lem Laporan
Aksgs Peradilan d:rsfna;'ie pzr_ ; a yatg Catatan - Pani Bulanan dan
Bagi gelezailtan di luar ) anitera La
3. 4 =dil * Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan parar
Masvaralat gedung pengadilan - a i >
BEY Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tahunan
I""ﬁgk_'ﬂ Daﬂ ¢ Diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan
Terpinggirkan diluar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun
gedung-pedunyg lainnya)
Jumlah pencari beadilan golongan tertentu
yang mendapotkan layenon bantuan hukum 100%
Jumlioh Permohenan Loyenan Hukum *
Persentase pencari Catatan : Laporan
keadilan golongan » PERMA Nomeor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian BuFI:I dan
tertentu yang mendapat Layanan Hulum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan | Panitera La anan
layanan bantuan hukum | * Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang Ts_iﬂrm
(Posbaloum| yang tuidalt mampu secara ekonomi dan atau tidal memilild unan
akses pada infomasi konsultasi hulum yang memerlulan
layanan hulmum
¢« Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang
terdaftar pada register Posbakum
Jumlah eksekus yonmg telah selezni diloksomokan ;
Jumioh Permohonan Eksekus] * 100%
Meningkatnya
Kepatiuhan Perzentase putusan Catatan : Laporan
4 Tefhada perkara perdata yang « . Jummlah ekezlu=i yang telah =elessdi dilalesanalan adalah Pani Bulanan dan
. Pt P ditindalklanjuti jumlah pelaltzanan elzeln=i Penetapan neon excutable hams anitera Laporan
P :fi-ﬂ{ (Dieksekusi) dianggap sebagai pelaksanaan elselsi Tahunan
engadilan + Jumlah permochonan eksekusi adalah jumlah permochonan
elzelmizi yang diajukan pihale ditahun berjalan.
« EBHT : Berkekuatan Hulmum Tetap
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* Putusan yang ditindaldanjuti = perkara permohonan ekselusi
yang dapat dilalesnalan, perkara yang sudsh inlrsh dan
tidak diajukan permohonan ekselousi

o Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaldanjuti
[diek=elusi) adalah permohonan elizelusi vang ditindaldanjut
dengan aanmaning, sita ekselusi. lelany dan pengosongan




BN (& Ay (.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri

Pulang Pisau memiliki 2 program yang akan dilaksanakan oleh yaitu :

I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis,
yaitu:
a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan.

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya
kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan di dalam
1 kegiatan, yaitu:

a) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

lI. Program Dukungan Manajemen
Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:
a) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang

Pisau

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :
a) Persentase realisasi anggaran

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan

pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Program ini

mencakup 2 Kegiatan, yaitu:

a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi.

b) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 memuat target kinerja tahun 2023 untuk
seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Angka target kinerja ini merupakan komitmen yang hendak dicapai oleh
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Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam periode tahun 2023. Selain itu,

dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar penetapan Perjanjian
Kinerja Tahun 2023.

Mengacu pada Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan Reviu Indikator
Kinerja Utama 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau maka
disusun Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Rencana Kinerja Tahun 2023
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Tahun ke IlI
(2023)
4

1. | Terwujudnya proses a. | Persentase perkara yang 98 %

peradilan yang pasti, diselesaikan tepat waktu
transparan dan
akuntabel b. | Persentase putusan yang 0.1%

menggunakan pendekatan
keadilan restoratif

c. | Persentase Perkara yang Tidak 85 %
Mengajukan Upaya Hukum
Banding

d. | Persentase Perkara Yang Tidak 90 %
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

€. | Persentase Perkara Pidana Anak 0.1%
yang Diselesaikan dengan Diversi

f. | Index persepsi pencari keadilan
yang puas terhadap layanan 95 %
peradilan

2. | Peningkatan efektivitas a. | Persentase Salinan Putusan
pengelolaan Perkara yang dikirim kepada Para 97 %
penyelesaian perkara Pihak tepat waktu

b. | Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi

3. | Meningkatnya akses a. | Persentase perkara prodeo yang
peradilan bagi diselesaikan

masyarakat miskin b. | Persentase perkara yang
dan terpinggirkan diselesaikan diluar gedung 0.1%
pengadilan

c. | Persentase perkara yang
diselesaikan diluar gedung 100 %
pengadilan

4. Meningkatnya kepatuhan | persentase putusan perkara perdata yang

terhadap putusan ditindaklanjuti (Dieksekusi) 95 %
pengadilan

9%

0.1%
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Setelah dilakukan Monitoring dan Evaluasi, Serta menindaklanjuti hasil

LHE dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya maka dilakukan Reviu

terhadap Rencana Strategis, Reviu IKU, Revisi Perjanjian Kinerja dan

Revisi Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023. Adapun Revisi ke-1

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 : Revisi ke-2 Rencana Kinerja Tahun 2023
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

L Y

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Tahun ke IlI
(2023)
4
1. | Terwujudnya proses Persentase perkara Pidana 98 %
peradilan yang past, yang diselesaikan tepat waktu
transparan dan
akuntabel Persentase perkara Perdata 98 %
yang diselesaikan tepat waktu
Persentase putusan yang 0.1 %
menggunakan pendekatan
keadilan restoratif
Persentase Perkara yang Tidak 84 %
Mengajukan Upaya Hukum
Banding
Persentase Perkara Yang Tidak 90 %
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi
Persentase Perkara Pidana 0.1%
Anak yang Diselesaikan dengan
Diversi
Index persepsi pencari keadilan
yang puas terhadap layanan 3,7
peradilan
2. | Peningkatan efektivitas Persentase Salinan Putusan
pengelolaan Perkara Pidana yang dikirim 97 %
penyelesaian perkara kepada Para Pihak tepat waktu
Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim 97 %
kepada Para Pihak tepat waktu
Persentase Perkara yang 0.1 %
Diselesaikan Melalui Mediasi -
3. | Meningkatnya akses Persentase perkara prodeo
peradilan bagi yang diselesaikan 0.1 %
masyarakat miskin
dan terpinggirkan
Persentase perkara yang
diselesaikan diluar gedung 0.1%
pengadilan
Persentase perkara yang
diselesaikan diluar gedung 100 %

pengadilan
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4. |Meningkatnya kepatuhan | persentase putusan perkara perdata

terhadap putusan yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)
pengadilan

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian
kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi
dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian
keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, serta
menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja Pengadilan Negeri Pulang
Pisau.

Berdasarkan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan Reviu Indikator
Kinerja Utama 2020-2024, serta mengacu pada Rencana Kinerja Tahun
2023 pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka ditetapkan Perjanjian
Kinerja Tahun 2023. Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Tahun 2023 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan
Negeri Pulang Pisau dimana terdapat 5 (Lima) sasaran strategis dan 13

(Tiga Belas) indikator kinerja, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Tahun 2023
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya proses a. | Persentase perkara 98 %
peradilan yang pasti, Pidana yang
transparan dan diselesaikan tepat
akuntabel waktu
b. | Persentase perkara 98 %
Perdata yang
diselesaikan tepat
waktu
c. | Persentase putusan 0.1%

yang menggunakan
pendekatan keadilan
restoratif

d. |Persentase Perkara 84 %
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding

€. | Persentase Perkara OB =
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Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

f. | Persentase Perkara 0.1%
Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan
Diversi

g. |Index persepsi pencari
keadilan yang puas
terhadap layanan
peradilan

3,7

2. | Peningkatan efektivitas a. | Persentase Salinan
pengelolaan Putusan Perkara yang
penyelesaian perkara dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

b. | Persentase Salinan
Putusan Perkara yang
dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

C. |Persentase Perkara
yang Diselesaikan 0.1 %
Melalui Mediasi

97 %

97 %

3. | Meningkatnya akses a. | Persentase perkara
peradilan bagi prodeo yang 0.1 %
masyarakat miskin dan diselesaikan
terpinggirkan b. | Persentase perkara
yang diselesaikan 0.1%
diluar gedung '
pengadilan
c. | Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang 100 %
mendapat layanan
bantuan hukum
(Posbakum)
4 Meningkatnya Persentase putusan perkara | 95 %
kepatuhan terhadap perdata yang ditindaklanjuti
putusan pengadilan (Dieksekusi)
5 Terwujudnya
dukungan pelaksanaan | Persentase realisasi 97 %

tugas Pengadilan anggaran
Negeri Pulang Pisau

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Pulang
Pisau mendapat anggaran dengan total pagu Rp. 13.318.492.000,- (Tiga
Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh
Dua Ribu Rupiah) dengan rincian alokasi anggaran per program Tahun
2023 sebagai berikut:
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Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2023

PAGU
NO PROGRAM
(Rp)
1 PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM 93.000.000,-
2  DUKUNGAN MANAJEMEN 13.225.492.000,-
JUMLAH 13.318.492.000,-
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AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mengukur
akuntabilitas kinerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan
suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan
sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis
organisasi. Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023
sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023
Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian

Strategis Kinerja
1 | Terwujudnya a. Persentase 98,00 % | 100,00 % | 102,04 %
Proses Peradilan perkara Pidana
yang Pasti, yang
Transparan dan diselesaikan
Akuntabel tepat waktu

b. Persentase 98,00 % 100,00 % 102,04 %
perkara Perdata
yang
diselesaikan
tepat waktu

c. Persentase 0.10 % - -
putusan yang
menggunakan
pendekatan
keadilan
restoratif

d. Persentase 84,00 % 84,75 % 100,89 %
Perkara yang
Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Banding

e. Persentase 90,00 % 94,07 % 104,52 %
Perkara Yang
Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Kasasi
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Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap

Persentase
Perkara Pidana
Anak yang
Diselesaikan
dengan Diversi

0.10 %

Index persepsi
pencari keadilan
yang puas
terhadap
layanan
peradilan

a. Persentase

Salinan Putusan
Perkara Pidana
yang dikirim
kepada Para
Pihak tepat
waktu

S

Rata — Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategi

97,00 %

3,85

100,00 %

104,59 %

102,82 %
103,09 %

b. Persentase

Salinan Putusan
Perkara Perdata
yang dikirim
kepada Para
Pihak tepat
waktu

97,00 %

100,00 %

103,09 %

Persentase
Perkara yang
Diselesaikan
Melalui Mediasi

a. Persentase

perkara Prodeo

yang
diselesaikan

0.1%

0.1%

0%

Rata — Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis |l

103,09 %

b. Persentase

perkara yang
diselesaikan
diluar gedung
pengadilan

0.1%

Persentase
pencari keadilan
golongan
tertentu yang
mendapat
layanan bantuan
hukum
(Posbakum)

Persentase
putusan perkara
perdata yang

100%

a — Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Il

95%

100%

100%

100%

100,00 %
105,26%
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Putusan ditindaklanjuti
Pengadilan (Dieksekusi)
Rata — Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategi 105,26%
5 |Terwujudnya Persentase 97,00 % 99,02 % 102,08%
dukungan realisasi anggaran
pelaksanaan
tugas
Pengadilan
Negeri Pulang
Pisau

Rata — Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V 102,08%

Rata — Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 102,65%
2023

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun
terakhir dan target jangka menengah

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran

strategis:

SASARAN I. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,
TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri
Pulang Pisau dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di

bawah ini:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis | Tahun 2023

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian
Strategis Kinerja
1 | Terwujudnya a. Persentase perkara 98,00 % | 100,00% | 102,04 %
Proses Peradilan Pidana yang
yang Pasti, diselesaikan tepat
Transparan dan waktu
Akuntabel b. Persentase perkara 98,00 % | 100,00% | 102,04 %
Perdata yang
diselesaikan tepat
waktu
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c. Persentase putusan 0.10 % - -
yang menggunakan
pendekatan keadilan
restoratif

d. Persentase Perkara 84,00 % 84,75 % 100,89 %
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding

e. Persentase Perkara 90,00 % 94,07 % 104,52 %
Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

f. Persentase Perkara 0.10 % - -
Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan
Diversi

g. Index persepsi 3,7 3,85 104,59 %

pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan peradilan

Rata — Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis | 102,82 %

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja

Sasaran Strategis | Tahun 2023:
Indikator Kinerja 1. Persentase penyelesaian perkara Pidana tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus
tepat waktu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/111/2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 13
Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada Tingkat
Pertama paling lambat 5 (lima) Bulan. Perhitungan rerata waktu memutus adalah
selisih antara tanggal Pendaftaran perkara hingga tanggal perkara diputus.

Tabel 3.3 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Capaian (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi

2023 2022 2021 2020 2019

Persentase perkara Pidana

. X 98 % 100 % 102,04 | 103,09 | 104,17 | 88,19 | 100
yang diselesaikan tepat waktu

Perkara Pidana yang masuk pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2023

berjumlah 127 Perkara Pidana termasuk Perkara Lalu Lintas. Adapun Rincian Perkara
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Pidana yang masuk dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4. Perkara Yang Masuk Selama Tahun 2023

1 Pidana Biasa 88
2 Pidana Khusus Anak 4
3 Pidana Singkat 0
4 Pidana Cepat 4
5 Pidana Lalu Lintas 31
6 Pidana Praperadilan 0
Jumlah Perkara Masuk Selama tahun 2023 127

Sehingga dapat digambarkan sebaran perkara Pidana masuk selama tahun 2023

adalah sebagai berikut:

Perkara Pidana Masuk Tahun 2023

Pidana Lalu Lintas; 31

J—_

Pidana Praperadilan; 0

Pidana Cepat; 4 - Pidana Biasa

_/ + Pidana Khusus Anak
Pidana Singkat; O Pidana Singkat

Pidana Cepat

Pidana Khusus Anak; 4 + Pidana Lalu Lintas

+ Pidana Praperadilan

Pidana Biasa; 88

Gambar 3.1. Perkara Masuk Pidana Selama tahun 2023

Pada Tahun 2023 beban perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebanyak
100 perkara mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah
90 perkara. Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau berhasil memutus 89

perkara pidana.

Tabel 3.5 : Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023
Berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara Sisa Masuk Jumlah Putus Sisa Rasio
2022 2023 Beban 2023 2023 Produktivitas
Pidana 4 96 100 89 11 89,00 %
Jumlah 4 96 100 89 11 89,00 %
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* Perkara yang Putus Tidak disertai dengan Perkara Pidana Lalu Lintas

Sehingga Rasio Penanganan Perkara atau Rasio Produktivitas memutus Perkara
Pidana adalah 89,00% pada tahun 2023 atau turun 6,55% dari 95,55 % pada tahun
2022.

Tabel 3.6. Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023
Berdasarkan Beban Perkara

Jenis Perkara Beban Beban Beban Beban Beban
2023 2022 2021 2020 2019
Pidana 100 90 113 107 146
Jumlah 100 90 113 107 146

Beban Perkara yang ditangani oleh Pengadilan negeri Pulang Pisau trendnya
mengalami kenaikan dimana beban Perkara tahun 2023 berjumlah 100 perkara,
sedangkan tahun sebelumnya 90 Perkara pidana tahun 2022 cenderung lebih rendah
namun agak tinggi di tahun tahun sebelumnya yaitu 113 Perkara tahun 2021, 107
Perkara tahun 2020 dan 146 perkara tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sisa
perkara tahun lalu yang ditangani menurun dan juga terjadi penurunan Perkara Masuk
baik perkara pidana maupun perkara perdata.

BEBAN PERKARA PIDANA

SRR
Beban Tahun

2019;146

P o ]
e BebanJahun
BebanTahun e 2021;113

R
Beban Tahun
2020;107

2023;100 Bebantahun
7 2022;90
b,

] 7 ] ] 2

BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN
TAHUN 2023 TAHUN 2022 TAHUN 2021 TAHUN 2020 TAHUN 2019

Gambar 3.2 Beban Penanganan Perkara Tahun 2018 — 2023 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara.
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Tabel 3.7 : Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023
Berdasarkan Rasio Produktivitas

. Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio
Jenis Perkara Produktivitas Produktivitas | Produktivitas | Produktivitas | Produktivitas
2023 2022 2021 2020 2019
(%) (%) (%) (%) (%)
Pidana 89,00 95,55 91,15 91,59 97,26
Jumlah 89,00 95,55 91,15 91,59 97,26

Sedangkan jika dilihat dari Rasio Produktivitas Penanganan Perkara menunjukkan
bahwa Rasio penanganan Perkara trend nya tahun 2023 menurun dibandingkan
tahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan 6,55 %, hal ini dapat dilihat bahwa
pada tahun 2023 Rasio Produktivitas adalah 89,00% sedangkan tahun sebelumnya
95,55, sedangkan tahun sebelumnya trendnya lebih kecil dibanding tahun 2022 dan
2023.

Rasio Produktivitas Perkara Pidana

RASIO RASIO RASIO RASIO RASIO
PRODUKTIVITAS PRODUKTIVITAS PRODUKTIVITAS PRODUKTIVITAS PRODUKTIVITAS
2023 2022 2021 2020 2019

Gambar 3.3 : Rasio Produktivitas Penangan Perkara Tahun 2018 — 2023 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara.

Tabel 3.8 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan
Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023

Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)
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ME 2 PR 1sd3 | 3sd5 | 5sd12 | 12sd24| >p4 | Jumian
1 Pidana 89 0 0 0 0 89
Jumlah 89 0 0 0 0 89

% 100% | 0% 0 0 0 100 %

Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara disebabkan oleh penanganan
perkara mengikuti dan berpedoman kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/I11/2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 13
Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan harus diselesaikan selambat-

lambatnya selama 5 Bulan sejak didaftarkannya Perkara.

Sehingga dari 89 Perkara Pidana yang Putus tahun 2023, semua Perkara
diselesaikan 100% tepat waktu atau kurang dari 5 Bulan. Sedangkan Target yang
ingin dicapai adalah 98 %, sehingga Realisasi Indikator Kinerja 1. Persentase
penyelesaian perkara Pidana tepat waktu adalah 102,04%

Indikator Kinerja 2. Persentase penyelesaian perkara Perdata tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus
tepat waktu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/111/2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 13
Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada Tingkat
Pertama paling lambat 5 (lima) Bulan. Perhitungan rerata waktu memutus adalah

selisih antara tanggal Pendaftaran perkara hingga tanggal perkara diputus.

Tabel 3.9 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Capaian (%) ‘

Indikator Kinerja Target

2023 2022 2021 2020 2019

Realisasi

Persentase perkara Perdata

0, 0,
yang diselesaikan tepat waktu e e

102,04 | 103,09 | 104,17 | 88,19 100

Perkara Perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2023
berjumlah 30 Perkara, terdiri dari 20 Perkara Gugatan, 9 Perkara Permohonan dan 1
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Perkara Gugatan Sederhana. Adapun Rincian Perkara yang masuk dapat diuraikan
sebagai berikut:
Tabel 3.10. Perkara Yang Masuk Selama Tahun 2023

1 Perdata Gugatan 20

2 Perdata Permohonan 9

3 Gugatan Sederhana 1

4 Konsinyasi -
Jumlah Perkara Gugatan yang Masuk Selama 30
tahun 2023

Sehingga dapat digambarkan sebaran perkara perdata masuk selama tahun 2023

adalah sebagai berikut:

PERKARA PERDATA MASUK TAHUN 2023

Gugatan
Sederhana; 1; 3%

Perdata
Permohonan; 9;
30%

Perdata Gugatan;
20;67%

Gambar 3.4. Perkara Masuk Selama tahun 2023

Pada Tahun 2023 beban perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebanyak
30 perkara berkurang 3,3 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 31
perkara. Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau berhasil memutus 29
perkara, sedangkan sisa perkara Tahun 2023 sebanyak 1 perkara berkurang.

Tabel 3.11 : Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023
Berdasarkan Rasio Produktivitas

Jenis Perkara Sisa Masuk Jumlah Putus Sisa Rasio
2022 2023 Beban 2023 2023 Produktivitas
Perdata 0 30 30 29 1 96,67 %
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Jumlah

30

30

29

96,67 %

Sehingga Rasio Penanganan Perkara atau Rasio Produktivitas memutus Perkara
adalah 96,67% pada tahun 2023 atau turun 0,1 % dari 96,77% pada tahun 2022.

Tabel 3.12. Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023
Berdasarkan Beban Perkara

Jenis Perkara Beban Beban Beban Beban Beban
2023 2022 2021 2020 2019
Perdata 30 31 51 42 29
Jumlah 30 31 51 42 29

Beban Perkara yang ditangani oleh Pengadilan negeri Pulang Pisau trendnya
menurun dimana beban Perkara tahun 2023 berjumlah 30 perkara, sedangkan tahun
sebelumnya 31 Perkara tahun 2022 cenderung lebih rendah namun agak tinggi di
tahun tahun sebelumnya yaitu 51 Perkara tahun 2021, 42 Perkara tahun 2020 dan

29 perkara tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sisa perkara tahun lalu yang

ditangani menurun dan juga terjadi penurunan Perkara Masuk baik perkara pidana

maupun perkara perdata.

Beban Penanganan Perkara

BEBAN 2023

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023

BEBAN 2022

BEBAN 2021

BEBAN 2020

BEBAN 2019




Y

Gambar 3.5 : Beban Penanganan Perkara Tahun 2018 — 2023 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara.

Berdasarkan Rasio Produktivitas

Tabel 3.13 : Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023

. Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio
Jenis Perkara Produktivitas Produktivitas |Produktivitas | Produktivitas | Produktivitas
2023 2022 2021 2020 2019
(%) (%) (%) (%) (%)
Perdata 96,67 96,77 82,35 88,10 58,62
Jumlah 96,67 96,77 82,35 88,10 58,62

Sedangkan jika dilihat dari rasio Produktivitas Penanganan Perkara menunjukkan

bahwa Rasio penanganan Perkara trend nya tahun 2023 menurun dibandingkan

tahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan 0,1%, hal ini dapat dilihat bahwa pada
tahun 2023 Rasio Produktivitas adalah 96,67% sedangkan tahun sebelumnya 96,77,
sedangkan tahun sebelumnya trendnya lebih kecil dibanding tahun 2022 dan 2023.

Rasio Produktivitas

PRODUKTIVITAS | PRODUKTIVITAS | PRODUKTIVITAS | PRODUKTIVITAS | PRODUKTIVITAS

Gambar 3.6 : Rasio Produktivitas Penangan Perkara Tahun 2018 — 2023 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara.

Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023

Tabel 3.14 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan

No

Jenis Perkara

Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)

1s.d3

3s.d5

5s.d 12

12 s.d 24

>24

Jumlah

Perdata

25

4

0

0

29
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Jumlah

25

4

0

0

0

29

%

86,2 %

13,8 %

0

0

0

100 %

Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara disebabkan oleh penanganan
perkara mengikuti dan berpedoman kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/I11/2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 13
Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan harus diselesaikan selambat-

lambatnya selama 5 Bulan sejak didaftarkannya Perkara.

Sehingga dari 29 Perkara yang Putus tahun 2023, semua Perkara diselesaikan 100%
tepat waktu atau kurang dari 5 Bulan. Sedangkan Target yang ingin dicapai adalah 98
%, sehingga Realisasi Indikator Kinerja 1. Persentase penyelesaian perkara
Perdata tepat waktu adalah 102,04%

Indikator Kinerja 3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan

keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada
kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode
pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan
komunitasnya di dalam proses pemidanaan.

Selama ini pelaksanaan restorative justice masih terbatas pada diversi yang
merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sehingga indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah perkara pidana
anak yang diselesaikan dengan keadilan restoratif dengan jumlah putusan pidana
anak.

Tabel 3.15 : Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
di Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Capaian (%)

Indikator Kinerja Target Realisasi

2023 2022 2021 2020 2019

Persentase putusan yang
menggunakan pendekatan
keadilan restoratif

0,10 %| 0,00 % - - - - -
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Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi
diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18
tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18
tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan
diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat

dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya
kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara

sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.16. Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2023

No Perkara Jumlah
1. Sisa 2022 0
2. Masuk 2023 4
3. Putus 2023 4
4. Sisa 2023 0

Beban perkara pidana khusus anak Tahun 2023 sebanyak 4 perkara, jumlah perkara
yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 0 perkara (tidak
semua perkara pidana anak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan
restoratif, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-
ulang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif). Realisasi
persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar

0 % dengan capaian sebesar 0%.

Langkah ke depan pengukuran dari indikator kinerja ini tidak hanya menggunakan
jumlah perkara pidana anak saja, melainkan juga perkara pidana ringan, pidana
narkotika dan PBH ( perempuan berhadapan dengan hukum) dengan menyesuaikan
SK Dirjen Badilum terkait dengan perkara RJ.

Indikator Kinerja 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding
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Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah

perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan
pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh

pengadilan.

Tabel 3.17. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Capaian (%)

Indikator Kinerja Target Realisasi

2023 2022 2021 2020 2019

Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

84,00 % | 84,75 % 100,89 122,13| 126,24 | 128,04 | 103,33

Perkara dimohonkan Banding selama tahun 2023 berjumlah 18 perkara, yang terdiri
dari 16 Perkara Pidana dan 2 Perkara Perdata. Adapun perkara yang dimohonkan

Banding selama tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel 2. Sebagai berikut:

Tabel 3.18 : Perkara Upaya Hukum Banding
No Nomor Perkara Jenis Perkara

52/Pid.B/2022/PN Pps Pencurian
53/Pid.Sus/2022/PN Pps | Narkotika

60/Pid.Sus/2022/PN Pps = Narkotika
2/Pid.B/2023/PN Pps Penggelapan

1
2
3
4
5  3/Pid.Sus/2023/PN Pps Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam
6 | 4/Pdt.G/2023/PN Pps Perbuatan Melawan Hukum

7 | 15/Pid.Sus/2023/PN Pps | Narkotika

8 | 8/Pdt.G/2023/PN Pps Perbuatan Melawan Hukum

9 | 30/Pid.B/LH/2023/PN Pps Penebangan Kayu

10 | 31/Pid.Sus/2023/PN Pps | Narkotika

11 33/Pid.Sus/2023/PN Pps  Perlindungan Anak

12 | 35/Pid.Sus/2023/PN Pps | Informasi dan Transaksi Elektronik

13 | 40/Pid.B/2023/PN Pps Pencurian

14 | 54/Pid.Sus/2023/PN Pps | Narkotika

15 | 55/Pid.Sus/2023/PN Pps  Narkotika
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16 | 57/Pid.Sus/2023/PN Pps | Narkotika

17 | 59/Pid.Sus/2023/PN Pps  Narkotika
18 | 68/Pid.B/2023/PN Pps Pencurian

Sehingga dapat digambarkan Permohonan banding selama tahun 2023

sebagaimana pada gambar berikut.

Permohonan Banding Tahun 2023

Perlindungan AnakhJE'_ 1:
6% it
B Penebangan Kayu; 1; 6% _a

6%

m PMH; 2;11% Narkotika; 8; 44%

B Sajam; 1; 5% \

B Penggelapan; 1; 5%

B Pencurian; 3;17%

Narkotika ® Pencurian ®Penggelapan mSajam ®mPMH mPenebanganKayu — Perlindungan Anak = ITE

Gambar 3.7. Permohonan Banding Selama tahun 2023

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2023
sebanyak 118 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 18
perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 100 perkara (84,75 %).
Target yang ditetapkan sebesar 84 % sehingga capaian kinerjanya adalah
sebesar 100,89%.

Tabel 3.19
Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023

Keadaan Perkara Pidana Perdata Jumlah

Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan
Tingkat Pertama 89 29 118

Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Banding 16 2 18

Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum

Banding 73 27 100
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82,02 93,10 84,75

Realisasi (%)

Indikator Kinerja 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah
perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan
pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh

pengadilan.
Tabel 3.20. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Capaian (%)

Indikator Kinerja Target Realisasi

2023 2022 2021 2020 2019

Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

90,00 % | 94,07 % | 104,52 114,59| 119,82 | 119,44 | 122,6

Perkara dimohonkan Kasasi selama tahun 2023 berjumlah 7 perkara, yang terdiri dari
7 Perkara Pidana dan O Perkara Perdata. Adapun perkara yang dimohonkan Kasasi
selama tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel 3. Sebagai berikut:

Tabel 3.21 Perkara Kasasi Selama Tahun 2023

Nomor Perkara PN Jenis Perkara Tanggal Permohonan Kasasi
53/Pid.Sus/2022/PN Pps Narkotika 08 Februari 2023
60/Pid.Sus/2022/PN Pps Narkotika 14 Februari 2023
30/Pid.B/LH/2023/PN Pps Penebangan Kayu 16 Agustus 2023
31/Pid.Sus/2023/PN Pps Narkotika 20 September 2023
40/Pid.B/2023/PN Pps Pencurian 18 Oktober 2023
55/Pid.Sus/2023/PN Pps Narkotika 15 Nopember 2023
54/Pid.Sus/2023/PN Pps Narkotika 27 Desember 2023

Sehingga dapat digambarkan Permohonan Kasasi selama tahun 2023 sebagaimana

pada gambar berikut.
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Permohonan Kasasi Tahun 2023

M Pencurian; 1; 14%

Penebangan
Kayu; 1; 14%

Narkotika; 5; 72%

Narkotika Penebangan Kayu M Pencurian

Gambar 3.8. Permohonan Kasasi Selama tahun 2023

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023
sebanyak 118 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 7 perkara
dan yang tidak mengajukan Kasasi sebanyak 111 perkara (94,07 %). Target yang

ditetapkan sebesar 90 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 104,52 %.

Tabel 3.22 : Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Kasasi Tahun 2023

Keadaan Perkara Pidana Perdata Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan
Negeri Pulang Pisau 89 29 118
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya 7 0 7
Hukum Kasasi
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya 82 29 111
Hukum Kasasi

Realisasi (%) 92,13 % 100,00 % 94,07 %

Indikator Kinerja 6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan

dengan diversi

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah
perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

dengan jumlah perkara pidana anak.
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Tabel 3.23 : Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Capaian (%) ‘

2022 2021 2020 2019

Indikator Kinerja Target Realisasi ‘

Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi

0,10 % | 0,00 % - - - = -

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi
diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18
tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18
tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan
diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat
dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya
kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan

hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.24 : Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2023

Lingkungan Jumlan Jumlah Diversi Diversi Tidak | Diversi dalam

. Perkara Perkara . .
Peradilan . . . Berhasil Berhasil Proses
Pidana Anak Diversi

Peradilan Umum 4 0 0 0 0

Beban perkara pidana anak Tahun 2023 sebanyak 4 perkara, jumlah perkara yang
diselesaikan dengan diversi sebanyak O perkara (tidak semua perkara pidana anak
dapat didiversi, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan
berulang-ulang tidak dapat didiversi). Realisasi persentase perkara pidana anak yang

diselesaikan dengan diversi sebesar 0 % dengan capaian sebesar 0 %.

Kegagalan dalam indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan

dengan diversi disebabkan oleh:
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a. Sedikitnya Perkara Pidana anak di Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2023

yang hanya 4 perkara

b. Tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam musyawarah yang
disebabkan oleh egonya salah satu pihak.

c. Adanya penegak hukum yang ingin menghendaki permasalahan ini dilanjutkan
ke pengadilan.

d. Kurangnya sosialisasi terhadap aparatur penegak hukum.

e. Tidak semua perkara anak dapat dilakukan DIVERSI (Pengulangan dan Tindak
Pidana dengan ancaman lebih dari 7 Tahun)

Hal yang harus dilakukan kedepan adalah :

a. Melakukan sosialisasi kepada APGAKUM (Aparatur Penegak Hukum) tentang
penanganan diversi pada kasus pidana anak.

b. Perlu kebijakan peninjauan kembali penetapan target kinerja.

Indikator Kinerja 7 Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap

pelayanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat
atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Pengukuran Indeks
Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih
menggunakan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan
menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam

tahap sosialisasi.
Tabel 3.25 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Capaian (%)
Indikator Kinerja Target REEUREY]

2023 2022 2021 2020 2019

Index persepsi pencari
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

3,7 3,87 104,59 102,35| 122,51 | 118,84 | 111,41
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Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1.

Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan.

Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar

pelayanan.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan,saran
dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak

lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan

Peradilan Umum Tahun 2023
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Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas
Terhadap Layanan Peradilan

Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,7 melalui hasil survei yang dilakukan. Rasio
Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah
nilai rata-rata hasil survey dari IKM pada seluruh pengadilan negeri di masing-masing
wilayah hukum pengadilan tinggi.

Tabel 3.27. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur
Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan | 2023

No Unsur Pelayanan Nplé?;yannsali]r Kualitas
1 | Persyaratan 3,833 Sangat Baik
2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,700 Sangat Baik
3 | Waktu Pelayanan 3,533 Sangat Baik
4 | Biaya/Tarif 3,667 Sangat Baik
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,833 Sangat Baik
6 | Kompetensi Pelaksana 3,700 Sangat Baik
7 | Perilaku Pelaksana 3,867 Sangat Baik
8 | Sarana dan Prasarana 3,767 Sangat Baik
9 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan 3,900 Sangat Baik
Masukan
Rata-Rata Hasil Survey 3,756 Sangat Baik
Tabel 3.28. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur
Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan Il 2023
No Unsur Pelayanan NPI(L?;;Jar;Saunr Kualitas
1 | Persyaratan 3,757 Sangat Baik
2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,676 Sangat Baik
3 | Waktu Pelayanan 3,676 Sangat Baik
4 | Biaya/Tarif 3,676 Sangat Baik
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,730 Sangat Baik
6 | Kompetensi Pelaksana 3,757 Sangat Baik
7 | Perilaku Pelaksana 3,730 Sangat Baik
8 | Sarana dan Prasarana 3,730 Sangat Baik
9 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan 4,000 Sangat Baik
Masukan
Rata-Rata Hasil Survey 3,748 Sangat Baik
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Tabel 3.29. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur
Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan Il 2023

No Unsur Pelayanan NP'Ia' el Kualitas
elayanan
1 | Persyaratan 3,781 Sangat Baik
2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,719 Sangat Baik
3 | Waktu Pelayanan 3,781 Sangat Baik
4 | Biaya/Tarif 3,844 Sangat Baik
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,875 Sangat Baik
6 | Kompetensi Pelaksana 3,844 Sangat Baik
7 | Perilaku Pelaksana 3,875 Sangat Baik
8 | Sarana dan Prasarana 3,875 Sangat Baik
9 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan 3,969 Sangat Baik
Masukan
Rata-Rata Hasil Survey 3,84 Sangat Baik
Tabel 3.30. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur

Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan IV 2023

No Unsur Pelayanan AN BITET Kualitas
Pelayanan
1 | Persyaratan 3,867 Sangat Baik
2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,867 Sangat Baik
3 | Waktu Pelayanan 3,867 Sangat Baik
4 | Biaya/Tarif 3,900 Sangat Baik
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,900 Sangat Baik
6 | Kompetensi Pelaksana 3,867 Sangat Baik
7 | Perilaku Pelaksana 3,867 Sangat Baik
8 | Sarana dan Prasarana 3,667 Sangat Baik
9 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan 4,000 Sangat Baik
Masukan

Rata-Rata Hasil Survey 3,867 Sangat Baik

Rata-rata Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil
survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun
2023 adalah 3,80 dengan capaian 102,70 %.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis | telah tercapai 110,54%. Beberapa Indikator

memiliki realisasi yang melampaui target sehingga perlu dipertahankan kinerjanya dan
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target perlu ditingkatkan.

SASARAN II. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN
PERKARA

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau
dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang terdiri dari 2
(Dua) indikator kinerja yaitu:

Tabel 3.31 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis Il Tahun 2023

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Peningkatan a. Persentase Salinan 97,00 % | 100,00 % 103,09 %
efektivitas Putusan Perkara Pidana
pengelolaan yang dikirim kepada
penyelesaian perkara Para Pihak tepat waktu

b. Persentase Salinan 97,00 % | 100,00 % 103,09 %

Putusan Perkara
Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak
tepat waktu

0 0, _
c. Persentase Perkara 0.1% 0 %

yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

Rata — Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis |l 103,09 %

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja

sasaran strategis Il Tahun 2023:

Indikator Kinerja 1. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim

kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat
waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan Pidana yang dikirim ke

para Pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan Pidana yang diterima Para Pihak disebut tepat waktu jika salinan
putusan dikirim ke para pihak sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan
Surat Edaran Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
bahwa Salinan Putusan untuk para pihak harus sudah tersedia 14 hari sejak pembacaan
Putusan baik untuk Perkara Perdata maupun Perkara Pidana. Kemudian ditegaskan pula
dengan  Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
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486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021, bahwa Minutasi Putusan Perdata

diselesaikan maksimal 14 Hari dari proses melengkapi berkas perkara sampai dengan

penjilidan pada Kepaniteraan Muda Perdata. Ketua Mahkamah Agung Nomor

214/KMA/SK/ X11/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara yaitu 250 hari.

Tabel 3.32 : Persentase Salinan Putusan Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Capaian (%)

Indikator Kinerja Target Realisasi

2023 2022 2021 2020 2019

Persentase Salinan 97,00 100,00 103,09 | 104,17 | 104,17 | 102,77 86,82
Putusan Perkara Pidana

yang dikirim kepada Para

Pihak tepat waktu

Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Tahun 2023 sebanyak 118 perkara.
Sehingga target pencapaian 103,09%. Persentase Capaian yang diminutasi
mengalami penurunan 1,08 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang

persentasenya 104,17%.

Tabel 3.33 : Waktu Penyampaian Salinan Putusan Tahun 2023

) Lamanya Proses
No Jenis Perkara Minutasi Jumlah

(Dalam hari)

<14 > 14 Hari
Hari
1 Pidana 89 0 89
Jumlah 89 0 89
% 100 % 0% 100 %

Perkara yang diminutasi pada Tahun 2023 sebanyak 89 sedangkan yang
diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 89 perkara
(100 %).

Indikator Kinerja 2. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat
waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke para Pihak
tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.
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Salinan putusan Perdata yang diterima Para Pihak disebut tepat waktu jika salinan

putusan Perdata dikirim ke para pihak sesuai jangka waktu penanganan perkara
berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan
Putusan bahwa Salinan Putusan untuk para pihak harus sudah tersedia 14 hari sejak
pembacaan Putusan baik untuk Perkara Perdata maupun Perkara Pidana. Kemudian
ditegaskan pula dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021, bahwa Minutasi Putusan Perdata
diselesaikan maksimal 14 Hari dari proses melengkapi berkas perkara sampai dengan
penjilidan pada Kepaniteraan Muda Perdata. Ketua Mahkamah Agung Nomor
214/KMA/SK/ XI1/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara yaitu 250 hari.

Tabel 3.34 : Persentase Salinan Putusan Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Capaian (%)

Indikator Kinerja Target Realisasi
(%) (%) 2023 2022 2021 2020 2019

Persentase Salinan 97,00 100,00 103,09 | 104,17 | 104,17 | 102,77 86,82
Putusan Perkara Perdata

yang dikirim kepada Para

Pihak tepat waktu

Jumlah perkara Perdata yang telah diminutasi pada Tahun 2023 sebanyak 89
perkara. Sehingga target pencapaian 103,09%. Persentase Capaian yang diminutasi
mengalami penurunan 1,08 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang
persentasenya 104,17%.

Tabel 3.35 : Waktu Penyampaian Salinan Putusan Perdata Tahun 2023

Lamanya Proses

No Jenis Perkara Minutasi Jumlah
(Dalam hari)
<14 »> 14 Hari
Hari
1 | Perdata 29 0 29
Jumlah 29 0 29
% 100 % 0% 100 %

Perkara yang diminutasi pada Tahun 2023 sebanyak 29 sedangkan yang
diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 29 perkara
(100 %).

Indikator Kinerja 3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara
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jumlah perkara yang dilakukan mediasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan

melalui mediasi.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui
penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang
saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian
untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan
mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA
mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI1/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di
Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang
detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya
aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat

dari tahun ke tahun.

Tabel 3.36 : Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi

Capaian (%)

Indikator Kinerja Target | Realisasi
2023 2022 2021 2020 2019

Persentase perkarayang 0,1% | 0,0% 0 370,33 | 119,00 | 270.50 294,12
diselesaikan melalui mediasi

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada Tahun 2023 sebanyak 6 perkara. Dari
jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sebanyak 2 perkara, sedangkan jumlah
perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 4 perkara sehingga realisasinya

sebesar 33,33 % dan capaiannya 370,13%%, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.37 : Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2023

Status Keberhasilan Mediasi
Jumlah
No Peradilan Perkara ) )
Mediasi Berhasil Tidak Tidak Dapat Dalam
Berhasil Dilaksanakan Proses
1 Umum 6 2 4 0 0
Jumlah 6 2 4 0 0
Persentase (%) 33,33% | 66,67% 0 0

Keberhasilan dalam pencapaian mediasi disebabkan karena para pihak memiliki itikad
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yang baik dan penuh kesadaran untuk tidak melanjutkan penyelsaian perkara melalui
pengadilan. Sedangkan ketidakberhasilan dalam upaya mediasi dikarenakan pihak
yang berperkara tidak memiliki itikad yang baik dalam menyelesaikan persoalannya
sehingga lebih memilih diselesaikan melalui pengadilan, disamping itu ada beberapa
mediator yang belum memiliki sertifikat keahlian sehingga tidak mencapai sasaran.

Upaya yang harus dilakukan kedepan adalah dengan meningkatkan peran mediator
dengan keahlian yang memadai.

SASARAN 1ll. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau
dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan, terdiri dari 3 (Tiga) indikator sebagaimana diuraikan pada
tabel di bawah ini:

Tabel 3.38 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ill Tahun 2023

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian

Meningkatnya akses | a. Persentase perkara prodeo = -

peradilan bagi yang diselesaikan 0.1%
:jnaa;]si/:rrailr(]at rlrr\lg;:n b. Persentase perkara yang - -
pingg diselesaikan diluar gedung 0.1%
pengadilan
c. Persentase pencari keadilan 100% 100% 100%

golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)

Rata — Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis |l 100,00 %

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran
strategis:

Indikator Kinerja 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah

perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk.
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Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam

memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 3.39 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2019 — 2023

Capaian (%)

Indikator Kinerja Target Realisasi

2023 2022 | 2021 2020 2019

Persentase Perkara Prodeo yang | 0,1% - - - - - -
diselesaikan

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya
perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara
ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan
pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan
dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali,
eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan.
Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan,
dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima

oleh Pengadilan.

Tabel 3.40 : Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2019 - 2023

Jumlah Layanan

Nama Pengadilan Tahun Perkara

2019 -
2020 -

Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2021 -
2022 -
2023 -

Selama tahun 2023 tidak ada Perkara prodeo yang diterima Pengadilan Negeri Pulang

Pisau.

Di dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, didalam pasal 13 ayat 4 disebutkan
bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk

perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah
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dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran

satuan pengadilan;

Mekanisme prodeo dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama melalui mekanisme
prodeo yang ditanggung oleh anggaran Negara (DIPA) dan tahap kedua melalui
mekanisme prodeo murni (tanpa biaya), hal ini dilakukan dalam rangka meringankan
beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara

ekonomi di Pengadilan.

Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi
persyaratan formil tidak akan medapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal
anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-cuma
(Prodeo Murni).

Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung
pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah
perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah
perkara yang harus diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja
Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam memberikan kemudahan akses layanan
hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis
dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel 3.41 : Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Capaian (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi

2023 2022 2021 2020 2019

Persentase Perkara yang
diselesaikan di Luar Gedung 0,1 % - - - - - -
Pengadilan

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya
untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi
penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui
koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.
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Tabel 3.42 : Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2019-2023

Jumlah Lokasi Jumlah Perkara
Sidang Diselesaikan

2019 - -
2020 - -
Peradilan Umum 2021 - =
2022 - -
2023 - -

Lingkungan Peradilan Tahun

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada Tahun 2023
Pengadilan Negeri pulang Pisau adalah 0O, hal ini disebabkan tyidak adanya Pagu
Anggaran di dalam DIPA Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2023.

Indikator Kinerja 3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan
tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan

bantuan hukum (posbakum).

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada
Pasal 35 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan
dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target
waktu layanan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran yang tersedia
pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata
lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya
pada tahun berjalan.

Tabel 3.43 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Capaian (%)

Indikator Kinerja Realisasi
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Persentase Pencari Keadilan 100% 100% 100 100 100 100 100
Golongan Tertentu yang mendapat
layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari
keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini
masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan
advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang
dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan
melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan

jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.44 : Data Layanan Posbakum Tahun 2019- 2023

Lingkungan Peradilan Tahun Jumlah Layanan (Orang)
2019 -
2020 6
Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2021 5
2022 2
2023 79

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah
berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan

golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini 100%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Ill telah tercapai 100,00 %. Indikator pada

sasaran strategis ini sama dengan indikator tahun sebelumnya yaitu 100%.

SASARAN IV. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang
dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat
ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi
maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.45 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2023
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Sasaran Strategis

Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Persentase putusan
perkara perdata yang
ditindaklanjuti

95%

100%

105,26%

(Dieksekusi)

Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah

perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang

tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata

yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 3.46 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti

Capaian (%)

Indikator Kinerja Target Realisasi
2023 2021 2020 2019 2018
Persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti 95,00% | 100,00% | 10526 | 111,11 | 111,11 | 111,41 | 11141
(Dieksekusi)

Jumlah perkara perdata yang putus selama tahun 2023 berjumlah 29 Perkara,
sementara Perkara yang mengajukan Upaya Hukum berjumlah 2 Perkara dan 27
Perkara Perdata berkekuatan hukum tetap, dari jumlah tersebut yang tidak
mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 27 perkara (100,00%) sehingga capaian
pada Tahun 2023 sebesar 105,26 %.

Tabel 3.47 : Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

. L Perkara yang Perkara diajukan
(el e [nSii FRLEIEENE) AT Ditindaklanjuti Permohonan Eksekusi
Putusan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti &l ¢ g
Jumlah 27 0 0

Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela.
Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang

menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Sasaran Strategis IV hanya memiliki 1 (satu) indikator saja yaitu Persentase Putusan

Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan capaian yang melampaui
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target yaitu sebesar 105,26 %.

SASARAN V. TERWUJUDNYA DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau salah
satunya adalah dengan ketersediaan Anggaran untuk mendukung Pelaksanaan
Tugas sehari-hari Pengadilan. Untuk memenubhi itu, Pengadilan Negeri Pulang Pisau
telah menyusun 2 Program Anggaran untuk mendukung hal itu, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini kemudian di uraikan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Anggaran
Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Program Dukungan Manajemen kemudian menjadi
DIPA Badan Urusan Administrasi dengan Kode Satuan Kerja 401920, sedangkan
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum kemudian menjadi DIPA Badan Peradilan
Umum dengan Kode Satuan Kerja 402026.

Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri
Pulang Pisau ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang
Pisau dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Sehari-hari Pengadilan Negeri Pulang

Pisau.

Keberhasilan mengukur sasaran strategis ini, diukur berdasarkan indikator

Persentase realisasi anggaran.

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan Realisasi Anggaran baik Realisasi Anggaran
DIPA Badan Urusan Administrasi maupun DIPA Badan Peradilan Umum.

Tabel 3.48 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2023

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Terwujudnya dukungan Persentase realisasi 97,00% | 99,02% [102,08%
pelaksanaan tugas anggaran
Pengadilan Negeri Pulang
Pisau

Adapun Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2023 dapat
diuraikan pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.49 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2023

NO

PROGRAM

PAGU
(Rp)

REALISASI
(Rp)

%

Badan Urusan Administrasi

13,225,492,000

12,989,143,409

98,21%

Program Dukungan Manajemen

13,225,492,000

12,989,143,409

98,21%

Ditjen Badan Peradilan Umum

93,000,000

92,833,000

99.82%

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

93,000,000

92,833,000

99.82%

TOTAL

13.318.492.000

13.081.976.409

Realisasi Anggaran tahun 2023 untuk DIPA BUA adalah 12,989,143,409 dari Pagu

13,225,492,000 atau 98,21%,

sedangkan DIPA BADILUM dengan realisasi

92,833,000 dari Pagu 93,000,000 atau 99,82%, sehingga rerata Realisasi Anggaran
Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah 99,02%. Sedangkan target yang ingin dicapai

adalah 97%, sehingga capaian Indikator Realisasi Anggaran 102,077 %.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja Nasional tahun 2023 adalah Terus Bertumbuh dan Melaju. Salah
satu Upaya Mahkamah Agung RI khususnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau
dalam upaya untuk Mengikuti Capaian Kinerja Nasional adalah dengan
bertransformasi dalam Pengembangan Dunia Digital dalam hal Pelayanan Kepada
Masyarakat Pencari Keadilan dan Stakeholder seperti terobosan E-Court, E-

Berpadu, E-PTSP, ERATERANG dan Transformasi Digital Lainnya.

. Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan Pencapaian

Kinerja
Keberhasilan Pencapaian Kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor berikut ini:

- Terdapatnya Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Indikator-

indikator Kinerja

- Terdapatnya Aplikasi E-Kinerja yang bisa dilakukan untuk memonitor secara
berkala Capaian Indikator secara realtime

- Penyusunan Court Calender sangat membantu untuk keberhasilan Indikator

perkara yang diselesaikan tepat waktu.

- Adanya Aplikasi Internal seperti MIS memudahkan untuk memonitor Indikator
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Penyampaian Salinan Putusan agar Pengiriman Tepat Waktu

- Rapat secara berkala dalam Penyusunan Revisi POK dan Revisi Anggaran

menyebabkan Indikator Realisasi Anggaran sesuai target.

- Adanya Upaya Tindak Lanjut terhadap Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja

dengan Melakukan Revisi terhadap Perjanjian Kinerja.
Kegagalan dalam Pencapaian Kinerja disebabkan sebagai berikut:

- Mediasi melibatkan para Pihak yang berperkara, sehingga hasil Pencapaian
tergantung dari berhasil atau tidaknya Perkara yang di mediasi. Selama tahun
2023 Mediasi yang dilaksanakan mengalami kegagalan, sehingga
menyebabkan indikator ini tidak dapat dicapai, sehingga terdapat revisi pada

Indikator ini.

5. Capaian Kinerja Lainnya
Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam Pelaksanaan Anggaran, mendapatkan
Nilai Capaian Kinerja yang tercermin di dalam Indikator Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Keuangan dengan Nilai 93,5 untuk DIPA Badan Urusan Administrasi
(BUA) 401920, dan 91,73 untuk DIPA Badan Peradilan Umum.

Sedangkan Indikator SMART Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapatkan Nilai
96,3 Untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) 401920 dan 88,18 untuk DIPA

Badan Peradilan Umum.

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Nilai SMART
96.30
Sangat Baik

o2t s 100
L)
= .
® Ponyorapan @ Konsistonsi @ CRO @ Efisensi @ Nilai Efissensi

Gambar 3.9. Nilai SMART DIPA BUA
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PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Nilai SMART

Gambar 3.10. Nilai SMART DIPA BADILUM

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapatkan pagu
anggaran sejumlah Rp. 13.318.492.000,- (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Delapan
belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), adapun realisasinya
sejumlah Rp. 13.081.976.409,- (Tiga Belas Milyar Delapan Puluh Satu Ribu
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat ratus Sembilan Rupiah) dengan
prosentase rerata (99,02%), dengan demikian sisa anggaran Pengadilan
Negeri Pulang Pisau sejumlah Rp. 236.515.591,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam
Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
rincian laporan realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023, sebagaimana tabel

berikut ini ;

Tabel 3.50 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

Jumlah

13.318.492.000

1. REALISASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

13.081.976.409

PAGU REALISASI
NO PROGRAM %
(Rp) (Rp) ’
1 | Badan Urusan Administrasi 13,225,492,000 12,989,143,409 | 98,21%
Program Dukungan Manajemen 13,225,492,000 12,989,143,409 | 98,21%
2 | Ditjen Badan Peradilan Umum 93,000,000 92,833,000 | 99.82%
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 93,000,000 92,833,000 | 99.82%

Program Dukungan Manajemen tahun 2023 mendapatkan Alokasi Pagu Rp.
13,225,492,000 yang kemudian terealisasi Rp. 12,989,143,409 atau 98,21%. Adapun

Realisasi Program ini berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.51 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023
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Per Jenis Belanja DIPA BUA (401920)

REALISASI
NO UNIT ESELON | PeEll) % SISA ANGGARAN
(Rp) (Rp) (Rp)
2,896,640,000 2,670,548,728 92,19 226,091,272
1 | BELANJA PEGAWAI
2 | BELANJA BARANG 1,306,280,000 1,305,942,587 99.97 337,413
3 | BELANJA MODAL 9,022,572,000 9,012,652,094 99.89 9,919,906
JUMLAH 13,225,492,000 12,989,143,409 98,21 236,348,591

Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 Kegiatan yaitu kegiatan yaitu Pembinaan
Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan Pagu
4,202,920,000 dan Realisasi 3,976,676,519 atau 94.62 % yang terdiri dari:

1. Layanan Umum vyaitu Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah
dengan pagu 3,948,000 dan terealisasi sebesar 3,948,000 atau 100% dengan
kegiatan pembelian Kursi Ruang Mediasi.

2. Layanan Perkantoran yang terdiri :

a. Gaji dan Tunjangan dengan pagu 2,896,640,000 dan Realisasi 2,670,733,932
atau 92.20 %

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Dengan Pagu 1,302,332,000 dan
terealisasi 1,267,071,587 (99.97 %)

Kegiatan lainnya adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan

Mahkamah Agung dengan pagu 9,022,572,000 dan realisasi 9,022,452,094 atau

terealisasi 100 %

Adapun Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Sedangkan Kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana terdiri dari Belanja Modal yang diuraikan sebagai
berikut:

Tabel 3.52 : Laporan Realisasi Penyerapan Belanja Modal Tahun 2023

JENIS PAGU REALISASI

0,
Al s PENGADAAN (Rp) (Rp) &
1. | Pengadaan perangkat pengolah data Pengadaan 80,660,000 80,660,000 100,00 %
dan komunikasi Langsung

- Pengadaan 9 Unit Printer
- Pengadaan 3 Unit Laptop
- Pengadaan 1 Unit Scanner
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Pengadaan peralatan fasilitas
perkantoran

- Mic Condenser 1,00 Unit
Microphone

- Soundcard 1,00 Unit
- Rollator Walker Beroda 1,00 Unit
- Ultra-compact Wireless 1,00 Set
Microphone System

- Mesin Absensi 1,00 Unit
- Directional Condenser 1,00 Unit
Mic Microphone

- Kursi Roda 1,00 Unit
- Meja Tamu Terbuka 1,00 Unit
- Sofa Ruang Rapat 2,00 Set
Ketua

- Pengadaan Drone 1,00 Set
- Sofa Tamu Terbuka 1,00 Unit
- Meja Tamu Pimpinan 2,00 Unit
- Buffet 1,00 Unit
- Meja Ruang Rapat 2,00 Unit
Ketua

- Scanner 2,00 Unit
- Lemari Audio Sidang 3,00 Unit
- Genset 1,00 Unit
- UPS Server 1,00 Unit
- Drone 1,00 Unit
- AC Standing 2,00 Unit
- TV Lobby Belakang 1,00 Unit
- Kursi Ruang Sidang 3,00 Buah
Anak

- Podium 1,00 Unit
- Meja PP Ruang Sidang 1,00 Unit
Anak

E Purchasing
dan Pengadaan
Lansung

568,912,000

568,812,000

99,98%
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- Meja Diversi 1,00 Unit
- Meja Mesin Absensi 1,00 Unit
3 |Pembangunan /renovasi gedung dan Tender dan 8,373,000,000 8,372,980,094 | 100 %
bangunan Seleksi

Pengadaan dan Pemasangan
Vertikal Blind
Lanjutan Sarling Kantor
Finishing sarana lingkungan

2. REALISASI PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tahun 2023 mendapatkan Alokasi Pagu
Rp. 93,000,000 yang kemudian terealisasi Rp. 92,833,000 atau 99,82%. Adapun

Realisasi Program ini berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.53 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023
Per Jenis Belanja DIPA BADILUM (402026)

NO UNIT ESELON | PAGU REALISASI % SISA ANGGARAN %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | BELANJA PEGAWAI
2 | BELANJA BARANG 93,000,000 92,833,000 99.82% 167.000 0,18 %
3 | BELANJA MODAL
JUMLAH

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri dari 1 kegiatan yaitu : Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum dengan Pagu Anggaran 65,500,000. Kegiatan ini terdiri
dari beberapa rincian, yaitu:
c. Koordinasi Dukungan Penyelesaian Perkara Berupa Kimwasmat Pagu
Anggaran 1,500,000 dan terealisasi 1,500,000 (100%)
d. Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pagu Anggaran 40,000,000
dan terealisasi 39,392,900 atau 98,48 %
e. Layanan Pos Bantuan Hukum dengan pagu Anggaran 24,000,000 dan
terealisasi 24,000,000 atau 100%

Realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan:
a. Penyelesaian Perkara Prodeo

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo)
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pada peradilan umum sebesar Rp. 0,- (NIHIL) untuk pembebasan biaya perkara

dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (NIHIL) ,- atau 0,00%.

b. Sidang di Luar Gedung Peradilan
Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada Pengadilan Negeri
Pulang Pisau sebesar Rp. 0,- (NIHIL) dengan jumlah perkara yang diselesaikan
sebanyak O perkara, sedangkan realisasi anggaran untuk layanan sidang diluar

gedung pengadilan sebesar Rp. 0,- (NIHIL),- atau 0,00 %.

c. Posbakum
Alokasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebesar
Rp. 24,000,000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang telah memberikan layanan
hukum kepada masyarakat/pencari keadilan sebanyak 240 jam layanan,
sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 24.000.000- (Dua Puluh Empat
Juta Rupiah) atau 100,00%.

Sedangkan perbandingan capaian realisasi anggaran Pengadilan Negeri Pulang

Pisau Tahun 2019 — 2023 dapat tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.54 : Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun
2019- 2021

Realisasi

1 2019 BUA 2,806,670,000 2,787,811,078 99.33
BADILUM 63,700,000 63,414,950 99.55
2 2020 BUA 9,895,023,000 9,837,709,851 99.42
BADILUM 68,550,000 61,266,000 89.37
8 2021 BUA 27,910,592,000 27,448,781,621 98.35
BADILUM 78,945,000 77,099,300 97.66
4 2022 BUA 7,617,002,000 7,599,600,910 99.77
BADILUM 65,500,000 64,892,900 99.07
4 2023 BUA 13,225,492,000 12,989,143,409 98,21
BADILUM 93,000,000 92,833,000 99.82
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3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Tahun Anggaran 2023 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diterima
dan disetorkan Pengadilan Negeri Pulang Pisau ke kas negara sebesar Rp.
60.253.354 yang terdiri atas pendapatan PNBP Fungsional (DIPA 03) sebesar Rp.
8,484,000. PNBP Fungsional (DIPA 03) berasal dari Pendapatan Kejaksaan dan
Peradilan Lainnya (akun 425239) Sebesar Rp. 6,584,000, Pendapatan Ongkos
Perkara (Akun 425233) Rp. 1,240,000, Pendapatan Pendapatan Pengesahan Surat
di Bawah Tangan (akun 425231) sebesar Rp. 650,000, dan Pendapatan Pengesahan
Surat di Bawah Tangan (akun 425231) sebesar Rp. 10,000. Sedangkan Pendapatan
PNBP Umum (DIPA 01) berjumlah Rp. 51,769,354 merupakan Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu akun 425913 yang merupakan
Pengembalian hasil Audit BPK

Tabel 3.55 PNBP DIPA BUA dan BADILUM Tahun 2019-2023

Realisasi Pendapatan

1 2019 BUA 9,851,222
BADILUM 5,945,100
2 2020 BUA 185,398
BADILUM 4,081,000
3 2021 BUA 20,391,877
BADILUM 7,043,000
4 2022 BUA 0
BADILUM 4,245,000
5 2023 BUA 51,769,354
BADILUM 8,484,000
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REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2019 SD 2023
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8.484.000

BADILUM I

Gambar 3.11 : Grafik Realisasi PNBP Tahun 2019 - 2023

Realisasi PNBP Fungsional sebesar Rp. 2.130.000,00 berupa Pendapatan Uang

Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan, dan

Pendapatan

Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya selama tahun 2021.

Tabel 3.56 : PNBP DIPA BUA Tahun 2019 - 2023
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No Tahun DIPA 425811 | 425911 | 425913 | 425991 | 425131 |
Pendapatan | Penerimaan Penerimaa Penerimaa Pendapat
Denda Kembali n Kembali n Kembali an Sewa
Penyelesaia Belanja Belanja Persekot/U Tanah,
n Pekerjaan Pegawai Modal ang Muka | Gedung,
Pemerintah TAYL TAYL Gaji dan
Banguna
n
1 |2019| BUA 1,110,000 8,472,200 269,022 | 9,851,222
2 |2020| BUA 185,398 185,398
3 2021 | BUA 20,391,877 20,391,877
4 12022 | BUA 0
5 12023 | BUA 51,769,354 51,769,354
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Pendapatan PNBP BUA dari Tahun 2019 sd 2023

Gambar 3.12. Grafik Realisasi PNBP DIPA BUA Tahun 2019 — 2023

Tabel 3.57 : PNBP DIPA BADILUM Tahun 2019 - 2023
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No Tahun DIPA 425239 | 425233 | 425231 | 425231 |
Pendapatan Pendapatan | Pendapatan Pendapatan
Kejaksaan Ongkos Pengesahan Pengesahan
dan Perkara Surat di Surat di
Peradilan Bawah Bawah
Lainnya Tangan Tangan
1 | 2019 | BADILUM 4,960,100 970,000 15,000 5,945,100 5,945,100
2 | 2020 | BADILUM 2,841,000 1,230,000 10,000 4,081,000 4,081,000
3 [2021 | BADILUM 5,533,000 1,510,000 0 7,043,000 7,043,000
4 | 2022 | BADILUM 3,235,000 860,000 150,000 4,245,000 4,245,000
5 [2023 | BADILUM 6,584,000 1,240,000 650,000 10,000 8,484,000

Pendapatan PNBP BADILUM dari Tahun 2019 sd 2023

Gambar 3.13. Grafik Realisasi PNBP DIPA BADILUM Tahun 2019 — 2023 Berdasarkan Mata Anggaran
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4. KEUANGAN PIHAK KETIGA (BIAYA PERKARA PERDATA)
Sebagai tindaklanjut dari Laporan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP
Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 berikut kami sajikan Informasi
Keuangan Perkara yang Dibiayai Oleh Para Pihak (Perkara Perdata).

Tabel 3.58. Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2023

Uraian Penerimaan Pengeluaran
1. Saldo awal tahun 2023 3.219.000
2. Penerimaan tahun 2023 49.863.000 42.244.500
3. Penggunaan biaya proses 2023 2.880.000 2.880.000
4. Saldo akhir 2023 10.837.500
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan laporan
pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Negeri
Pulang Pisau dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024.
Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan
Kinerja tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Laporan Kinerja
Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala
dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024 dan
perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan
perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai
target yang diharapkan kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak
tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun
mendatang.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023 secara keseluruhan
mengalami kenaikan dari 79,85% pada tahun 2021 menjadi 132,71% pada Tahun
2023, sedangkan capaian realisasi anggaraan tahun 2024 sebesar 99,76% atau
Rp. 7,664,493,810,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Jutaempat ratus
Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) dari pagu Tahun 2023
sejumlah Rp. 7,682,502,000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima
Ratus Dua Ribu Rupiah), dengan demikian sisa anggaran Mahkamah Agung
sejumlah Rp. 17,401,090,- (Tujuh Belas Juta Empat ratus Satu Ribu Sembilan Puluh
Rupiah) dengan persentase (0,24%).

Pengadilan Negeri Pulang Pisau terus berupaya meningkatkan kualitas laporan

kinerja dengan melakukan pembangunan aplikasi pemantauan e-Kinerja yang
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tersebar dibeberapa aplikasi Internal seperti One-Click dan SIPAPI dalam rangka
pemantauan dan monitoring evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan pada

Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Pelaksanaan pemantauan dan monitoring evaluasi tersebut bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana penerapan manajemen kinerja dilaksanakan sehingga
terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi
dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis
kinerja dan melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik
kepada masyarakat. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat
memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai
tugas fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sehingga dapat memberikan umpan
balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan
Kinerjatersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi
dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan
perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Pengadilan negeri Pulang Pisau
semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang

professional.
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Indikator
Kinerja
Program

Persentase Realisasi
Anggaran Belanja

Layanan Perkantoran

Indikator Jumlah Pelaksanaan 1lay 1Lay 1lay 1Lay 1lay
Kinerja Layanan Umum
Kegiatan

Jumlah Pelaksanaan llay | 1lay llay | 1lay 1lay

Prasarana Internal

Indikator Jumlah Layanan 1lay 1Lay 1lay 1Lay 1lay
Kinerja Sarana Internal
Kegiatan

Jumlah Layanan 1Lay 1Lay 1Lay 1Lay 1Lay
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A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pulang Pisau oleh Pengadilan
Tinggi Palangka Raya Nomor 1884 /KPT.W16/RA.1/X/2023 tanggal 05
oktober 2023 dengan Nilai 64.4 dengan Nilai (B)

Dari Hasil Penilaian tersebut perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi
tentang tindak Lanjut Pencapaian Nilai LKJIP Pengadilan Negeri Pulang
Pisau tersebut, agar bisa memberikan gambaran langkah kedepan

dalam hal perbaikan Kinerja di tahun 2022

B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi LHE LKjIP dilaksanakan pada

hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2023 di Ruangan Rapat Pengadilan
Negeri Pulang Pisau. Adapun Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

C. HASIL LHE PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
Adapun LKE LKjk IP Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2022

diuraikan sebagai berikut:

No. | Komponen | Kriteria Penilaian Bobot Penilaian
Penilaian

1 Perencanaan | ¢ Dokumen Reviu Renstra PN | 30,00 % 19,8 %
Kinerja Pulang Pisau belum memuat

Matriks tujuan strategis 1-
sehingga indikator Non Kinerja
utama belum ada baik di
dokumen Renstra maupun
dokumen RKT dan PKT.

e Matrik kinerja dan pendanaan
jangka menengah pada Bab IV
Renstra belum selaras dengan
Rencana Strategis Mahkamah
Agung Rl Tahun 2020-2024.

e Pohon Kinerja sudah ada,
namun Sasaran Strategis yang



2

3

Pengukuran
Kinerja

Pelaporan
Kinerja

ada pada KPN belum
sepenuhnya diturunkan kepada

Panitera dan jabatan
dibawahnya. Pohon Kinerja
belum menggambarkan

hubungan kinerja antar bidang
dengan tugas dan fungsi lain
yang saling berkaitan
(crosscutting).

Data Kinerja yang dikumpulkan
sebagai data input pada aplikasi
Komdanas, e-monev Bappenas
dan dokumen Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
seharusnya menyajikan data
yang sama dan relevan dalam
mendukung capaian kinerja
yang diharapkan.

Monitoring dan evaluasi
(monev) pengukuran capaian
kinerja secara triwulanan belum
memuat rekomendasi atau
perbaikan untuk capaian
kedepannya.

Belum terdapat rapat revisi
anggaran yang membahas
mengenai keadaan anggaran
maupun rencana pergeseran
atau penyesuaian anggaran
dalam rangka mendukung
pelaksanaan pencapaian kinerja
yang ditetapkan.

Rapat berjenjang mulai dari
rapat kepaniteraan, rapat
kesekretariatan sampai rapat
bulanan belum terdapat
memuat hasil pengukuran
capaian kinerja yang dilakukan
secara berkala.

Pada Bab Il dokumen LkjIP
belum memuat sepenuhnya
analisa tentang upaya 1. dan
hambatan pencapaian
indikator, mengenai
keberhasilan dan kegagalan dari
masing-masing indikator.

Pada Bab Il dokumen LKjIP
Tahun 2022 belum dilengkapi
analisa efisiensi atas

30,00 %

15,00 %

20,7 %

9,9%



penggunaan sumber daya
dalam pencapaian kinerja.

4 Evaluasi e Beberapa anggota Tim evaluasi | 25,00 % 14,00 %
Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Internal
Kinerja belum memiliki sertifikat
Instansi pelatihan atau bimbingan teknis

Akuntabilitas Kinerja.
e Hasil rekomendasi terhadap
pemantauan dan evaluasi
belum sepenuhnya
ditindaklanjuti untuk perbaikan
di tahun berikutnya.
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA 100,00 % 64,4 %

Dari penilaian LKJiP tersebut maka beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan LJKIP agar nilai yang didapat dapat
dipertahankan dan ditingkatkan di dalam periode selanjutnya.

A. Perencanaan Kinerja

1. Tanggal penetapan RKT Tahun 2022 seharusnya dibuat setelah
tanggal penetapan reviu ke-2 Renstra Tahun 2020-2024

2. Pada cover dan judul dokumen revisi RKT Tahun 2022 tidak
menunjukkan revisi keberapa.

3. Indikator Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab II reviu
Renstra Tahun 2020-2024 belum selaras dengan Indikator
Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab II Renstra Mahkamah
Agung Tahun 2020-2024.

4. Target Indikator "Index persepsi pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan" pada dokumen reviu IKU, reviu
Renstra, RKT Tahun 2022, dan PKT Tahun 2022 seharusnya
tidak dalam bentuk persentase melainkan dalam bentuk angka
(skala 1-4).

5. Pada dokumen reviu IKU, reviu Renstra, revisi RKT 2022 dan PKT
2022 khususnya pada indikator "Persentase Perkara yang
diselesaikan tepat waktu" dan "Persentase salinan putusan yang
disampaikan ke para pihak tepat waktu" belum dijabarkan per

jenis perkara.



. Sasaran Strategis antara Pohon Kinerja dengan reviu Ke-2

Renstra belum selaras.

. Tujuan, sasaran dan indikator pada Pohon Kinerja tahun 2022

belum menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan

kinerja.

. Pohon Kinerja belum menggambarkan hubungan kinerja antar

bidang dengan tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan

(crosscutting).

. Pengukuran Kinerja

. Sudah terdapat analisis / rekomendasi pada monev PKT, namun

belum terdapat upaya perbaikan/penyempurnaan dokumen

Perencanaan Kinerja sesuai rekomendasi tersebut.

. Pelaporan Kinerja

1.

Dokumen LKjIP belum sepenuhnya menginformasikan
perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

(periode renstra).

. Dokumen LkjIP belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas

capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

. Dokumen LKjlP belum menginfokan efisiensi atas penggunaan

sumber daya dalam mencapai kinerja.

. Dokumen LKjlP belum menginfokan upaya perbaikan dan

penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan

kinerja).

. Terdapat rekomendasi penyesuaian target pada monev

penyusunan laporan kinerja pertriwulan, namun belum ada

perbaikan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut.

. Terdapat rekomendasi penyesuaian anggaran pada monev

penyusunan laporan kinerja pertriwulan, namun eviden tindak
lanjut hasil penyesuaian anggaran sesuai rekomendasi belum

ada.



7. Informasi dalam laporan

kinerja

belum  sepenuhnya

digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan

dihadapi berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Beberapa anggota Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

belum memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis

akuntabilitas kinerja.

2. Belum

sepenuhnyaterjadi

peningkatan

implementasi

SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi

hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.

3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya

dimanfaatkan untuk perbaikan/ peningkatan akuntabilitas

kinerja dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

D. HASIL MONEV TERHADAP LHE

penetapan reviu ke-2 Renstra Tahun
2020-2024

Sub Komponen | Uraian Tindak Lanjut
Perencanaan Tanggal penetapan RKT Tahun 2022 | Melakukan Revisi ke-2 RKT
Kinerja seharusnya dibuat setelah tanggal | Tahun 2023

Pada cover dan judul dokumen revisi RKT
Tahun 2022 tidak menunjukkan revisi
keberapa.

Membuat Cover Revisi ke-2
RKT Tahun 2023

Indikator Tujuan dan Matriks Sasaran
Strategis Bab Il reviu Renstra Tahun 2020-
2024 belum selaras dengan Indikator
Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab
Il Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-
2024.

Memperbaiki dan Mereviu
Bab II Reviu Renstra 2020 -
2024

Target Indikator "Index persepsi pencari
keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan" pada dokumen reviu IKU,
reviu Renstra, RKT Tahun 2022, dan PKT
Tahun 2022 seharusnya tidak dalam
bentuk persentase melainkan dalam
bentuk angka (skala 1-4).

Mereviu IKU, Reviu Renstra,
Revisi RKT Tahun 2023, dan
Revisi PKT Tahun 2023




Pada dokumen reviu IKU, reviu Renstra,
revisi RKT 2022 dan PKT 2022 khususnya
pada indikator "Persentase Perkara yang
diselesaikan tepat waktu" dan
"Persentase salinan  putusan yang
disampaikan ke para pihak tepat waktu"
belum dijabarkan per jenis perkara.

Mereviu IKU, Reviu Renstra,
Revisi RKT Tahun 2023, dan
Revisi PKT Tahun 2023

Sasaran Strategis antara Pohon Kinerja
dengan reviu Ke-2 Renstra belum selaras.

Memperbaiki Pohon Kinerja
Tahun 2023 agar selaras
dengan Renstra

Tujuan, sasaran dan indikator pada
Pohon Kinerja tahun 2022 belum menjadi
acuan dalam penyusunan dokumen
perencanaan kinerja.

Menjadikan Pohon Kinerja
Tahun 2023 menjadi Acuan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Kinerja

Pohon Kinerja belum menggambarkan
hubungan kinerja antar bidang dengan

Memperbaiki Pohon Kinerja
Tahun 2023 agar selaras
dengan Renstra

tugas dan fungsi lain yang saling
berkaitan (crosscutting).
Pengukuran Sudah terdapat analisis / | Tindak Lanjut Monev akan
Ki . rekomendasi pada monev PKT, | dilaksanakan tahun 2024
inerja
namun belum terdapat upaya
perbaikan/penyempurnaan
dokumen Perencanaan Kinerja sesuai
rekomendasi tersebut.
Pelaporan Dokumen LKjlP belum sepenuhnya | Dokumen LKJiP 2023 akan
Kinerja menginformasikan perbandingan | di analisis secara tajam dan
realisasi kinerja dengan target jangka | @kan  menginformasikan
menengah (periode renstra) Perbandingan Realisasi
) Kinerja dengan target
Jangka Menengah

Dokumen LkjIP belum sepenuhnya
menginfokan kualitas atas capaian
kinerja beserta upaya nyata dan/atau
hambatannya.

Dokumen LKJiP 2023 akan
di analisis secara tajam
dengan menginformasikan
Kualitas Capaian Kinerja
dan Hambatan

Dokumen LKjIP belum menginfokan
efisiensi atas penggunaan sumber daya
dalam mencapai kinerja.

Dokumen LKJiP 2023 akan
di analisis efesiensi atas
penggunaan sumber daya

Dokumen LKjIP belum menginfokan
upaya perbaikan dan penyempurnaan
kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan
kinerja).

Dokumen LKJiP 2023 akan

di analisis dengan
penyempurnaan dan upaya
perbaikan kinerja tahun
2023

Terdapat rekomendasi penyesuaian
target pada monev penyusunan laporan
kinerja pertriwulan, namun belum ada
perbaikan sebagai tindak lanjut dari
rekomendasi tersebut.

Monev Kinerja triwulanan
akan di sertai dengan
perbaikan dan tindak lanjut

Terdapat rekomendasi penyesuaian
anggaran pada monev penyusunan
laporan kinerja pertriwulan, namun

Monev Kinerja triwulanan
akan di sertai dengan
peviden tindak lanjut




eviden tindak lanjut hasil penyesuaian
anggaran sesuai rekomendasi belum ada.
Informasi dalam laporan kinerja belum Pelaksanaan Sosialiasi
sepenuhnya digunakan dalam Hasil Evaluasi SAKIP
penyesuaian perencanaan kinerja yang
akan dihadapi berikutnya.
Evaluasi Beberapa anggota Tim Evaluasi | Pengusulan Tim Kinerja
Akuntabilitas | Akuntabilitas Kinerja Internal belum | @gar mengikuti Pelatihan
Kinerja memiliki  sertifikat pelatihan atau | SAKIP Tahun 2024
Instansi bimbingan teknis akuntabilitas kinerja.
Belum sepenuhnya terjadi Pelaksanaan Sosialiasi
peningkatan implementasi SAKIP dengan | Hasil Evaluasi SAKIP
melaksanakan  tindak lanjut atas
rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas
Kinerja internal.
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Pelaksanaan Sosialiasi
Internal belum sepenuhnya | Hasil Evaluasi SAKIP
dimanfaatkan untuk perbaikan/
peningkatan akuntabilitas kinerja dan
mendukung efektifitas dan efisiensi
kinerja.
A. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dibuat untuk dijadikan

pedoman untuk membuat kebijakan baru atau mengevaluasi kebijakan

yang telah dilaksanakan.

Pulang Pisau, 11 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau

DIAN NUR PRATIWI




DOKUMENTASI
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NOTULEN RAPAT

MONITORING DAN EVALUASI LKJIP

Hari / Tanggal

Senin / 11 Desember 2023

Pukul 08.00 WIB
Tempat Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Agenda Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut LHE LKkjIP Tahun

2022

Pimpinan Rapat

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Notulis

Arofah Azhar

Peserta Rapat

Seluruh Pegawai PN Pulang Pisau

RINGKASAN ACARA

1. Pembukaan

Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau selaku Pihak
yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

2. Adapun LKE LKjk IP Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2022  diuraikan
sebagai berikut:
No. | Komponen | Kriteria Penilaian Bobot Penilaian
Penilaian
1 Perencanaan | ¢ Dokumen Reviu Renstra PN | 30,00 % 19,8 %
Kinerja Pulang Pisau belum memuat

Matriks tujuan strategis 1-
sehingga indikator Non Kinerja
utama belum ada baik di
dokumen Renstra  maupun
dokumen RKT dan PKT.

Matrik kinerja dan pendanaan
jangka menengah pada Bab IV
Renstra belum selaras dengan
Rencana Strategis Mahkamah
Agung Rl Tahun 2020-2024.
Pohon Kinerja sudah ada,
namun Sasaran Strategis yang
ada pada KPN belum
sepenuhnya diturunkan kepada

Panitera dan jabatan
dibawahnya. Pohon Kinerja
belum menggambarkan

hubungan kinerja antar bidang
dengan tugas dan fungsi lain

11




2

3

Pengukuran
Kinerja

Pelaporan
Kinerja

Evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi

yang saling berkaitan
(crosscutting).

Data Kinerja yang dikumpulkan
sebagai data input pada aplikasi
Komdanas, e-monev Bappenas
dan dokumen Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
seharusnya menyajikan data
yang sama dan relevan dalam
mendukung capaian kinerja
yang diharapkan.

Monitoring dan evaluasi
(monev) pengukuran capaian
kinerja secara triwulanan belum
memuat rekomendasi atau
perbaikan untuk capaian
kedepannya.

Belum terdapat rapat revisi
anggaran yang membahas
mengenai keadaan anggaran
maupun rencana pergeseran
atau penyesuaian anggaran
dalam rangka mendukung
pelaksanaan pencapaian kinerja
yang ditetapkan.

Rapat berjenjang mulai dari
rapat kepaniteraan, rapat
kesekretariatan sampai rapat
bulanan belum terdapat
memuat hasil pengukuran
capaian kinerja yang dilakukan
secara berkala.

Pada Bab Il dokumen LkjIP
belum memuat sepenuhnya
analisa tentang upaya 1. dan
hambatan pencapaian
indikator, mengenai
keberhasilan dan kegagalan dari
masing-masing indikator.

Pada Bab Il dokumen LKjIP
Tahun 2022 belum dilengkapi
analisa efisiensi atas
penggunaan sumber daya
dalam pencapaian kinerja.
Beberapa anggota Tim evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Internal
belum memiliki sertifikat
pelatihan atau bimbingan teknis
Akuntabilitas Kinerja.

30,00 %

15,00 %

25,00 %

20,7 %

9,9%

14,00 %
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e Hasil rekomendasi terhadap
pemantauan dan evaluasi
belum sepenuhnya
ditindaklanjuti untuk perbaikan
di tahun berikutnya.

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA 100,00 % 64,4 %

Dari penilaian LKJiP tersebut maka beberapa hal yang perlu diperhatikan

dalam penyusunan LJKIP agar nilai yang didapat dapat dipertahankan dan

ditingkatkan di dalam periode selanjutnya.

A. Perencanaan Kinerja

1.

Tanggal penetapan RKT Tahun 2022 seharusnya dibuat setelah
tanggal penetapan reviu ke-2 Renstra Tahun 2020-2024

. Pada cover dan judul dokumen revisi RKT Tahun 2022 tidak

menunjukkan revisi keberapa.

. Indikator Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab II reviu Renstra

Tahun 2020-2024 belum selaras dengan Indikator Tujuan dan Matriks
Sasaran Strategis Bab II Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-
2024.

Target Indikator "Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan" pada dokumen reviu IKU, reviu Renstra, RKT
Tahun 2022, dan PKT Tahun 2022 seharusnya tidak dalam bentuk

persentase melainkan dalam bentuk angka (skala 1-4).

. Pada dokumen reviu IKU, reviu Renstra, revisi RKT 2022 dan PKT

2022 khususnya pada indikator "Persentase Perkara yang
diselesaikan tepat waktu" dan "Persentase salinan putusan yang
disampaikan ke para pihak tepat waktu" belum dijabarkan per jenis
perkara.

Sasaran Strategis antara Pohon Kinerja dengan reviu Ke-2 Renstra
belum selaras.

Tujuan, sasaran dan indikator pada Pohon Kinerja tahun 2022 belum

menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja.
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8. Pohon Kinerja belum menggambarkan hubungan kinerja antar bidang

dengan tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan (crosscutting).

B. Pengukuran Kinerja
1. Sudah terdapat analisis / rekomendasi pada monev PKT, namun
belum terdapat upaya perbaikan/penyempurnaan dokumen

Perencanaan Kinerja sesuai rekomendasi tersebut.

C. Pelaporan Kinerja

1. Dokumen LKjIP belum sepenuhnya menginformasikan perbandingan
realisasi kinerja dengan target jangka menengah (periode renstra).

2. Dokumen LkjlP belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian
kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

3. Dokumen LKjIP belum menginfokan efisiensi atas penggunaan
sumber daya dalam mencapai kinerja.

4. Dokumen LKjlP belum menginfokan wupaya perbaikan dan
penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

5. Terdapat rekomendasi penyesuaian target pada monev penyusunan
laporan kinerja pertriwulan, namun belum ada perbaikan sebagai
tindak lanjut dari rekomendasi tersebut.

6. Terdapat rekomendasi penyesuaian anggaran pada monev
penyusunan laporan kinerja pertriwulan, namun eviden tindak lanjut
hasil penyesuaian anggaran sesuai rekomendasi belum ada.

7. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya
digunakan dalam penyesuaian perencanaan Kkinerja yang akan

dihadapi berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
1. Beberapa anggota Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum
memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis akuntabilitas

kinerja.
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2. Belum sepenuhnyaterjadi peningkatan implementasi
SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil
evaluasi akuntablitas Kinerja internal.

3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya

dimanfaatkan untuk perbaikan/ peningkatan akuntabilitas kinerja

dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Sub Komponen | Uraian Tindak Lanjut
Perencanaan Tanggal penetapan RKT Tahun 2022 | Melakukan Revisi ke-2 RKT
Kinerja seharusnya dibuat setelah tanggal | Tahun 2023

penetapan reviu ke-2 Renstra Tahun

2020-2024

Pada cover dan judul dokumen revisi RKT
Tahun 2022 tidak menunjukkan revisi
keberapa.

Membuat Cover Revisi ke-2
RKT Tahun 2023

Indikator Tujuan dan Matriks Sasaran
Strategis Bab Il reviu Renstra Tahun 2020-
2024 belum selaras dengan Indikator
Tujuan dan Matriks Sasaran Strategis Bab
Il Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-
2024.

Memperbaiki dan Mereviu
Bab II Reviu Renstra 2020 -
2024

Target Indikator "Index persepsi pencari
keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan" pada dokumen reviu IKU,
reviu Renstra, RKT Tahun 2022, dan PKT
Tahun 2022 seharusnya tidak dalam
bentuk persentase melainkan dalam
bentuk angka (skala 1-4).

Reviu Renstra, Revisi RKT
Tahun 2023, dan Revisi PKT
Tahun 2023

Pada dokumen reviu IKU, reviu Renstra,
revisi RKT 2022 dan PKT 2022 khususnya
pada indikator "Persentase Perkara yang
diselesaikan tepat waktu" dan
"Persentase salinan putusan yang
disampaikan ke para pihak tepat waktu"
belum dijabarkan per jenis perkara.

Reviu Renstra, Revisi RKT
Tahun 2023, dan Revisi PKT
Tahun 2023

Sasaran Strategis antara Pohon Kinerja
dengan reviu Ke-2 Renstra belum selaras.

Memperbaiki Pohon Kinerja
Tahun 2023 agar selaras
dengan Renstra

Tujuan, sasaran dan indikator pada
Pohon Kinerja tahun 2022 belum menjadi
acuan dalam penyusunan dokumen
perencanaan kinerja.

Menjadikan Pohon Kinerja
Tahun 2023 menjadi Acuan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Kinerja
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Pohon Kinerja belum menggambarkan
hubungan kinerja antar bidang dengan

Memperbaiki Pohon Kinerja
Tahun 2023 agar selaras
dengan Renstra

tugas dan fungsi lain yang saling
berkaitan (crosscutting).
Pengukuran Sudah terdapat analisis / | Tindak Lanjut Monev akan
. . rekomendasi pada monev PKT, | dilaksanakan tahun 2024
Kinerja
namun belum terdapat upaya
perbaikan/penyempurnaan
dokumen Perencanaan Kinerja sesuai
rekomendasi tersebut.
Pelaporan Dokumen LKjlP belum sepenuhnya | Dokumen LKJiP 2023 akan
Kinerja menginformasikan perbandingan | di analisis secara tajam.dan
realisasi kinerja dengan target jangka | @kan  menginformasikan
menengah (periode renstra). Pe.rbatzdmg an Realisasi
Kinerja dengan target
Jangka Menengah
Dokumen LkjlP belum sepenuhnya | Dokumen LKJiP 2023 akan
menginfokan kualitas atas capaian | di analisis secara tajam
kinerja beserta upaya nyata dan/atau | 9éngan menginformasikan
hambatannya. Kualitas Capaian Kinerja
dan Hambatan
Dokumen LKjIP belum menginfokan | Dokumen LKJiP 2023 akan
efisiensi atas penggunaan sumber daya | di analisis efesiensi atas
dalam mencapai kinerja. penggunaan sumber daya
Dokumen LKjIP belum menginfokan | Dokumen LKJiP 2023 akan
upaya perbaikan dan penyempurnaan di analisis dengan
kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan | Pényempurnaan dan upaya
kinerja). perbaikan kinerja tahun
2023
Terdapat rekomendasi penyesuaian | Monev Kinerja triwulanan
target pada monev penyusunan laporan | akan di  sertai dengan
kinerja pertriwulan, namun belum ada | Perbaikan dan tindak lanjut
perbaikan sebagai tindak lanjut dari
rekomendasi tersebut.
Terdapat rekomendasi penyesuaian | Monev Kinerja triwulanan
anggaran pada monev penyusunan | @kan di sertai dengan
laporan kinerja pertriwulan, namun | €viden tindak lanjut
eviden tindak lanjut hasil penyesuaian
anggaran sesuai rekomendasi belum ada.
Informasi dalam laporan kinerja belum Pelaksanaan Sosialiasi
sepenuhnya digunakan dalam Hasil Evaluasi SAKIP
penyesuaian perencanaan kinerja yang
akan dihadapi berikutnya.
Evaluasi Beberapa anggota Tim  Evaluasi | Pengusulan Tim Kinerja
Akuntabilitas | Akuntabilitas Kinerja Internal belum | agar mengikuti Pelatihan
Kinerja memiliki  sertifikat pelatihan atau | SAKIP Tahun 2024
Instansi

bimbingan teknis akuntabilitas kinerja.

Belum sepenuhnya terjadi
peningkatan implementasi SAKIP dengan
melaksanakan  tindak lanjut atas

Pelaksanaan Sosialiasi
Hasil Evaluasi SAKIP
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rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas
Kinerja internal.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal belum sepenuhnya
dimanfaatkan untuk perbaikan/
peningkatan akuntabilitas kinerja dan
mendukung efektifitas dan efisiensi
kinerja.

Pelaksanaan Sosialiasi

Hasil Evaluasi SAKIP

Dokumentasi
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Penutup

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut LHE LKkjIP Tahun 2022 ditutup pada

Pukul 11.00 WIB oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT

KETUA
NMLGERI PULANG PISAU KELAS 11,

=\

AROFAH AZHAR
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